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ABSTRAK 
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(VRIJSPRAAK) KARENA KESAKSIAN PALSU 

(STUDI PUTUSAN NOMOR 178/PID.B/2021/PN.GNS) 

 

 

Oleh 

 

Zihan Muhafidhoh 

 

 

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya bertujuan memberikan kepastian 

hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, 

termasuk bagi terdakwa dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, proses 

pembuktian sering kali menghadapi kendala, terutama ketika keterangan saksi tidak 

valid atau mengandung unsur kebohongan. Kesaksian palsu berpotensi besar 

menimbulkan kekeliruan dalam penegakan hukum, termasuk dalam penetapan 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang diduga turut serta (Medepleger) 

dalam tindak pidana. Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan tersebut 

adalah Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns mengenai tindak pidana pencurian 

dengan pemberatan yang berakhir dengan putusan bebas akibat pencabutan 

kesaksian serta pengakuan adanya tekanan dalam proses penyidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap 

terdakwa yang didakwa turut serta dalam tindak pidana pencurian dengan 

pemberatan berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

bebas (vrijspraak) akibat tidak terpenuhinya alat bukti yang sah dan meyakinkan. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli hukum 

pidana serta pihak-pihak yang memahami perkara terkait. Analisis dilakukan untuk 

melihat kesesuaian antara fakta persidangan, norma hukum positif, dan asas-asas 

dalam hukum pidana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap 

terdakwa tidak dapat dibebankan karena unsur penyertaan dalam Pasal 55 KUHP 

tidak terbukti secara sah. Kesaksian para pelaku lain yang sebelumnya 

memberatkan terdakwa ternyata tidak konsisten dan dicabut di persidangan dengan 

alasan adanya tekanan pada tahap penyidikan. Majelis hakim menilai bahwa alat 

bukti yang ada tidak cukup untuk membangun keyakinan hakim mengenai adanya 
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hubungan batin, kerja sama, ataupun kontribusi nyata terdakwa dalam pelaksanaan 

tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, asas in dubio pro reo diterapkan sehingga 

terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan pidana. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kesaksian palsu memiliki dampak signifikan terhadap proses 

pembuktian dan dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana apabila tidak 

didukung oleh alat bukti lain yang kuat. Selain itu, dasar pertimbangan hakim dalam 

putusan bebas mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif yang 

menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya terbukti 

secara sah dan meyakinkan. 

Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan integritas dalam proses 

penyidikan, pengawasan ketat terhadap praktik penyiksaan atau tekanan psikologis 

terhadap saksi, serta penguatan regulasi terkait perlindungan saksi dan terdakwa 

untuk menjamin terciptanya proses peradilan pidana yang adil. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku, Pemberatan, Kesaksian. 
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ABSTRACT 

 

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS INVOLVED IN 

AGGRAVATED THEFT WHO WERE ACQUITTED (VRIJSPRAAK) DUE TO 

FALSE TESTIMONY 

(STUDY OF DECISION NUMBER 178/PID.B/2021/PN.GNS) 

By 

 

Zihan Muhafidhoh 

 

The enforcement of criminal law in Indonesia aims not only to uphold legal 

certainty but also to protect human rights, including the rights of defendants during 

the judicial process. In practice, evidentiary procedures often face obstacles, 

especially when witness testimonies are invalid or contain false statements. False 

testimony poses a serious threat to judicial integrity, potentially resulting in 

wrongful convictions or unjust accusations, particularly in cases involving 

accomplices in criminal acts. Such issues are reflected in Court Decision Number 

178/Pid.B/2021/PN.Gns concerning aggravated theft, which resulted in an 

acquittal after key witnesses retracted their testimonies during trial and admitted 

to providing statements under pressure during investigation. 

This study aims to analyze the criminal liability of the defendants accused of 

participating in aggravated theft under Article 363 of the Indonesian Penal Code 

in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1, as well as to examine the 

judicial considerations underlying the acquittal (vrijspraak) due to insufficient 

lawful and convincing evidence. The research employs a normative approach by 

collecting data from literature reviews and interviews with criminal law experts and 

relevant legal practitioners. The analysis evaluates the conformity between court 

findings, statutory regulations, and fundamental principles of criminal law. 

The results indicate that criminal liability could not be imposed on the defendants 

because the elements of participation under Article 55 were not proven. The 

testimonies of other perpetrators, which initially implicated the defendants, were 

inconsistent and later withdrawn in court on the grounds of coercion during the 

investigative stage. The court concluded that the available evidence did not 

sufficiently establish the defendants' mental alignment, cooperation, or concrete 

contribution to the commission of the crime. Consequently, the principle of in dubio 

pro reo was applied, leading to the acquittal of the defendants from all charges. 

This research concludes that false testimony significantly affects the evidentiary 

process and may nullify criminal liability when unsupported by other corroborating 

evidence. The court's considerations in issuing an acquittal reflect a commitment 

to 
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substantive justice, emphasizing that individuals may only be punished when their 

involvement is proven beyond reasonable doubt. 

The study recommends strengthening investigative integrity, ensuring safeguards 

against coercive practices, and reinforcing regulations concerning witness and 

defendant protection to promote a fair and just criminal justice process. 

Keywords: Accountability, Perpetrator, Aggravation, Testimony. 
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MOTTO 

 

Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulit nya kita, yang 

mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri 

walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa 

depan akan sangat banga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini 

 

 

" Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan." 

(Al-Insyirah: Ayat 6) 

 

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah 

benar." 

( Q.S Ar-Rum:30) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Indoneisia seibagai neigara huikuim (reichtsstaat) meinjadikan keiadilan seibagai 

prinsip uitama dalam keihiduipan beirbangsa dan beirneigara, seibagaimana teirceirmin 

dalam nilai-nilai Pancasila dan keiteintu ian UiUiD 1945. Huikuim beirfuingsi uintuik 

meinciptakan keiteirtiban, meinjamin keiseijahteiraan, dan meilindu ingi hak-hak warga 

neigara. Dalam hal ini, huikuim pidana meimiliki peiran peinting seibagai peidoman 

uintuik meineintuikan peirbuiatan yang dilarang dan jeinis sanksi yang dapat 

dikeinakan. Pompei dalam Handboeik van heit Neideirlands Strafreicht meinyeibuitkan 

bahwa huikuim pidana adalah kuimpuilan atuiran yang meineitapkan tindakan yang 

dapat dikeinai huikuiman beiseirta beintu ik huikuimannya. 

 

Meiwu ijuidkan keiadilan, sisteim huikuim Indoneisia meingatu ir beirbagai aspeik 

keihidu ipan, teirmasuik huikuim pidana, yang beirfuingsi meinjaga keiteirtiban dan 

meilinduingi hak warga neigara. Keipatuihan teirhadap hu ikuim meinjamin 

peirlinduingan yang adil dan meindorong teirciptanya masyarakat seijahteira. Huikuim 

pidana beirpeiran peinting dalam meinyeiimbangkan sisteim huikuim nasional, 

meiskipuin eifeiktivitasnya dalam meinciptakan masyarakat damai masih 

dipeirdeibatkan. Kajian teirhadap hu ikuim pidana teitap kruisial, teiruitama kareina 

peilaksanaannya di lapangan seiring kali beiluim seijalan deingan prinsip-prinsip 

ideial. 

Salah satui tuiju ian uitama huikuim pidana adalah meimbeirikan peirlinduingan teirhadap 

keipeintingan hu ikuim (re ichtsbeli  angein) masyarakat meilaluii peimbeirian sanksi 
 

1 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 

hlm.4. 
2 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 

Hlm. 30 
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pidana teirhadap peilanggar huikuim. Dalam hal ini, huikuim pidana beirtindak seibagai 

sarana uli  timuim reime idiuim dalam meinye ileisaikan konflik yang ditimbuilkan oleih 

tindak pidana. Di Indoneisia, salah satui beintu ik tindak pidana yang masih seiring 

teirjadi dan meinimbu ilkan keireisahan sosial adalah peincuirian. 

Contohnya, Peincuirian adalah salah satui tindak keijahatan yang paling seiring 

teirjadi dalam keihiduipan seihari-hari dan teirmasuik jeinis keijahatan uimuim. 

Keijahatan ini tidak hanya meinye ibabkan keiruigian mateiri bagi korban, teitapi juiga 

meinimbu ilkan rasa takuit dan keitidaknyamanan di lingkuingan seikitar. Dalam 

keinyataannya, peincuirian tidak seilalui dilakuikan oleih satui orang saja, meilainkan 

seiring dilaku ikan seicara beirkeilompok. Keilompok peincuiri ini biasanya beirsifat 

teirtuituip, seihingga hanya seisama anggota yang tahui siapa saja yang teirlibat dalam 

keijahatan teirseibuit. 

Peincuirian teilah diatuir dalam KU iHP, khuisuisnya pada Pasal 362 sampai deingan 

Pasal 367. Uintuik kasuis peincuirian yang dilakuikan deingan cara ataui keiadaan 

teirteintui yang dianggap leibih beirat, seipeirti dilakuikan be irsama-sama, pada malam 

hari, ataui deingan keikeirasan, diatuir dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KU iHP. Jeinis 

peincu irian ini diseibuit seibagai peincuirian deingan peimbeiratan (geikwalificeieird 

dieifstal), kareina sifatnya leibih seiriu is seihingga ancaman huikuimannya puin leibih 

beirat dibandingkan peincuirian biasa. 

Peincuirian deingan peimbeiratan meiruipakan salah satui beintuik tindak pidana yang 

seiring teirjadi di masyarakat dan meinimbuilkan keireisahan seirta ke iruigian, baik 

seicara mateiriil mau ipuin psikologis bagi korban. Tindak pidana ini buikan hanya 

beirdampak pada korban, teitapi juiga meinceirminkan leimahnya pe ingawasan sosial 

dan peirlu inya peineigakan huikuim yang teigas se irta beirkeiadilan. Peincuirian deingan 

peimbeiratan meimiliki tingkat bahaya dan daya ruisak yang leibih tinggi 

dibandingkan peincuirian biasa, kareina dilakuikan dalam keiadaan teirteintui, seipeirti 

 

 

3 Toto Hartono, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 

(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”, Jurnal Retentum, Vol. 2 Nomor 1(2021). Hlm. 

33 
4 Hermien, Hediati Koeswadji, Delik Harta Kekayaan Asas-asas Kasus dan Permasalahannya 

(Cetakan Pertama), (Surabaya: Sinar Wijaya, 1986). hlm. 25. 
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dilakuikan beirsama-sama oleih duia orang ataui leibih, dilakuikan pada malam hari, 

ataui deingan cara meiruisak. 

Peincuirian seiring kali dilakuikan seicara beirsama-sama, di mana peilakui tidak 

beirtindak seindiri meilainkan be irkeilompok dalam meilakuikan tindak pidana. Dalam 

hal ini, hu ikuim pidana meingeinal konseip tuiruit seirta ataui de ieli  neiming, seibagaimana 

diatuir dalam Pasal 55 ayat (1) kei-1 KU iHP, yang meinyatakan bahwa meireika yang 

meilakuikan, meinyu iru ih meilakuikan, ataui tuiruit seirta meilakuikan su iatui peirbu iatan 

dapat dipidana se ibagai peilakui. 

Pada praktik peiradilan, keibeiradaan peilakui yang tuiruit seirta seiring meinimbuilkan 

tantangan dalam peimbuiktian. Beirbeida deingan peilakui uitama yang se icara langsuing 

teirlihat meilakuikan ke ijahatan, peilakui tu iruit seirta bisa saja hanya beirpeiran dalam 

tahap peireincanaan, meimbeirikan bantuian, ataui seikadar hadir saat tindak pidana 

beirlangsuing. Oleih kareina itui, peimbu iktian uinsuir keiteirlibatan me injadi sangat 

peinting dan haruis dibuiktikan seicara sah dan meiyakinkan di peirsidangan. Proseis 

peimbuiktian ini u imuimnya sangat beirgantu ing pada keiteirangan saksi, teiruitama jika 

tidak teirseidia buikti langsuing seipeirti reikaman CCTV ataui buikti foreinsik lainnya. 

Tindak pidana peincuirian deingan peimbeiratan meiruipakan salah satui beintuik 

keijahatan teirhadap harta keikayaan yang seicara eiksplisit diatuir dalam Pasal 363 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP). Peincuirian jeinis ini dikateigorikan 

leibih beirat kareina dilakuikan deingan cara-cara teirteintui seipeirti dilakuikan beirsama- 

sama, pada malam hari, ataui deingan meingguinakan alat khuisuis yang 

meimbahayakan ataui meinyu ilitkan peimilik uintu ik meinjaga hartanya. Dalam praktik 

peineigakan hu ikuim, peirkara peincuirian de ingan peimbeiratan seiring meinimbuilkan 

poleimik, teiru itama keitika peingadilan meimuituis beibas teirhadap teirdakwa, padahal 

seibeiluimnya teilah dituintuit pidana oleih Jaksa Peinuintu it Uimuim. 

Masalah meinjadi seimakin kompleiks keitika keiteirangan saksi yang diguinakan 

seibagai dasar peimbuiktian teirnyata tidak beinar ataui  beirsifat palsui. Saksi palsui 

 

5 R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (Jakarta: 

Politeia, 2013). Hlm. 202. 
6 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 218. 
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dapat meimbeirikan keiteirangan yang meinyeisatkan hakim, seihingga beirpoteinsi 

meinjatuihkan pu ituisan yang tidak adil, baik teirhadap teirdakwa yang tidak beirsalah 

mauipuin teirhadap sisteim peiradilan itui seindiri. Dalam sisteim huikuim Indoneisia, 

keisaksian palsui di bawah suimpah adalah tindak pidana yang diatuir dalam Pasal 

242 KU iHP, kareina dapat meiruisak inteigritas proseis peiradilan pidana. 

Salah satui kasuis yang meinceirminkan kompleiksitas peirmasalahan teirseibuit adalah 

peirkara peincuirian seipeida motor yang teirjadi pada 30 Januiari 2019 di halaman 

Muishola An-Nu ir, Kampuing Puitra Leimpu iyang, Keicamatan Way Peingu ibuian, 

Kabu ipatein Lampuing Te ingah. Dalam pe irkara ini, duia orang teirdakwa, yakni 

Sapandi als Nobi dan Doni Arista, didakwa meilakuikan tindak pidana peincuirian 

deingan peimbeiratan beirsama beibeirapa peilakui lainnya, yaitui Ahmad Muihyani, 

Sarwan, dan du ia peilakui lain yang dipeiriksa dalam beirkas te irpisah. 

Kronologi keijadian meinuinjuikkan bahwa Sarwan, salah satui peilakui uitama, 

meincongkeil kuinci kontak seipeida motor milik korban, Suigeing Riyadi, 

meingguinakan kuinci leitteir T. Seimeintara itui, para teirdakwa dan peilakui lain didu iga 

beirtuigas meingawasi keiadaan di seikitar lokasi. Seiteilah motor beirhasil diambil, 

warga seikitar yang meingeitahu ii keijadian teirseibuit meilakuikan peingeijaran, hingga 

salah satui peilakui (Ahmad Muihyani) beirhasil ditangkap dan diamankan. 

Pada peirsidangan teiruingkap bahwa baik Ahmad Muihyani mau ipuin Sarwan 

meinyatakan bahwa Sapandi dan Doni tidak teirlibat langsuing dalam peincuirian 

teirseibuit, dan hanya keibeituilan beirsama seibeiluim keijadian. Meireika ju iga meingakui 

bahwa seimuila meimbeiri keiteirangan yang meimbeiratkan teirdakwa kareina adanya 

teikanan saat peimeiriksaan. Hal ini meinimbuilkan peirtanyaan meingeinai akuirasi 

proseis peinyidikan, peimbuiktian, seirta peineirapan asas praduiga tak beirsalah dalam 

sisteim peiradilan pidana. 

Puituisan Peingadilan Neigeiri Guinuing Suigih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, dalam 

peirkara pidana atas nama Teirdakwa Sapandi als Nobi dan Doni Arista. Para 

teirdakwa seimuila didakwa meilanggar Pasal 363 Ayat (1) kei-4 dan kei-5 KUiHP 

kareina diduiga beirsama-sama deingan peilakui lainnya meilakuikan peincuirian seipeida 

motor di halaman Muishola An-Nu ir, Kampuing Puitra Leimpu iyang, Kabuipatein 
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Lampuing Te ingah. Meiskipu in Jaksa Peinuintu it Uimuim meinuintu it pidana peinjara 

seilama 1 tahuin 3 builan, majeilis hakim dalam puituisannya juistru i meinyatakan para 

teirdakwa tidak teirbuikti seicara sah dan meiyakinkan beirsalah meilakuikan tindak 

pidana seibagaimana didakwakan dan meimbeibaskan meireika dari seigala dakwaan 

dan tuintuitan huikuim (vrijspraak). 

Puituisan beibas ini meinimbuilkan peirtanyaan peinting dari sisi yuiridis. Teirle ibih, 

dalam kasuis ini, duia peilakui uitama (Ahmad Muihyani dan Sarwan) yang teilah 

teirleibih dahuilui divonis beirsalah juistrui meincabuit keiteirangannya di peirsidangan 

dan meinyatakan bahwa para teirdakwa tidak teirlibat seicara langsu ing dalam 

peincu irian teirse ibuit. Meireika meinyatakan bahwa keiteirlibatan nama teirdakwa 

seibeiluimnya mu incuil kareina teikanan saat proseis peimeiriksaan oleih peinyidik. Hal 

ini teintui be ireife ik teirhadap keiabsahan alat buikti dan validitas dakwaan yang 

diajuikan Jaksa Peinuintu it Uimuim. 

Teirdakwa didakwa te ilah tuiru it seirta meilakuikan tindak pidana peincu irian deingan 

peimbeiratan, teitapi keimuidian dipu ituis beibas (vrijspraak) oleih majeilis hakim. 

Peimbeibasan teirseibuit teirjadi seiteilah teiru ingkap bahwa saksi kuinci yang meinjadi 

dasar peinuintuitan meimbeirikan keiteirangan yang tidak konsistein, saling 

beirteintangan, dan diraguikan keibeinarannya. Majeilis hakim meinyatakan bahwa 

keisaksian teirseibuit tidak cuikuip kuiat u intuik meiyakinkan hakim teintang keiteirlibatan 

teirdakwa, seihingga asas in duibio pro re io diteirapkan, yakni apabila teirdapat 

keiragu ian teirhadap buikti, maka keiragu ian teirseibuit haruis beirpihak ke ipada teirdakwa. 

Peirkara ini meinjadi peinting u intu ik dikaji leibih lanjuit kare ina meinyangkuit 

peineirapan hu ikuim pidana mateiriil (Pasal 363 KUiHP teintang peincu irian deingan 

peimbeiratan), proseiduir peimbuiktian, seirta peirlinduingan teirhadap hak asasi 

teirdakwa dalam proseis huikuim. Meilaluii kajian ini, diharapkan dapat meimbeirikan 

peimahaman yang leibih meindalam meingeinai peineirapan asas keiadilan dalam kasuis 

pidana dan peintingnya peimbu iktian yang objeiktif dalam meineitapkan keisalahan 

seiseiorang dalam tindak pidana. 

Puituisan beibas dalam peirkara pidana peincuirian deingan peimbeiratan yang 

meilibatkan peilaku i tuiruit seirta peirlui dikaji seicara yu iridis uintuik meinilai apakah 
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dasar dan peirtimbangan huikuim hakim teilah meimeinuihi prinsip obyeiktivitas, 

proporsionalitas, dan keiadilan dalam sisteim peiradilan pidana. Kajian teirhadap 

puituisan ini tidak hanya meimbeirikan kontribuisi akadeimik teirhadap praktik 

peineigakan hu ikuim, teitapi juiga meimpeirkuiat peirlinduingan hak asasi teirdakwa 

dalam proseis peiradilan. 

Peirmasalahan mu incu il keitika peilakui yang diduiga tuiruit seirta dipu ituis beibas akibat 

keisaksian palsui, seihingga meinimbuilkan pe irdeibatan meingeinai 

peirtangguingjawaban pidana. Di satui sisi, keiadilan suibstantif meinuintu it agar 

peilakui keijahatan dijatuihi huikuiman yang seitimpal; namuin di sisi lain, asas 

praduiga tak beirsalah dan prinsip in duibio pro reio meingharu iskan hakim 

meimbeibaskan teirdakwa apabila teirdapat keiragu ian yang rasional teirhadap 

keiteirlibatannya. Dalam teiori huikuim pidana, peirtangguingjawaban pidana 

meinsyaratkan adanya peirbuiatan yang meimeinuihi uinsuir deilik, keisalahan (schuild), 

dan keimampuian beirtangguing jawab (toe ireike iningsvatbaarheii d). Tanpa 

peimbuiktian yang sah dan meiyakinkan, peirtangguingjawaban pidana tidak dapat 

dikeinakan. Oleih kareina itui, puituisan beibas akibat keisaksian palsui meinjadi reileivan 

uintuik meinuinjuikkan bagaimana peirtangguingjawaban pidana peilakui tuiruit seirta 

dapat gu igu ir kare ina keiragu ian yang timbuil dalam peirsidangan. Peineilitian ini akan 

meimfokuiskan analisis pada aspeik normatif peinye irtaan (deieilneiming) seirta 

meineilaah praktik peiradilan dalam meinilai alat buikti, khuisuisnya keiteirangan saksi, 

seibagai dasar pe imbeintu ikan keiyakinan hakim. 

Peineilitian ini juiga akan meinggali dampak yu iridis dari keisaksian palsui teirhadap 

proseis peiradilan pidana dan bagaimana seiharuisnya peirlinduingan hu ikuim dibeirikan 

keipada teirdakwa teirhadap Sapandi alias Nobi dan Doni Arista dalam peirkara 

peilakui tuiruit seirta dalam tindak pidana peincuirian deingan peimbeiratan seibagaimana 

diatuir dalam Pasal 363 KUiHP jo. Pasal 55 ayat (1) kei-1 KU iHP. Seibagaimana 

teirtuiang dalam Puituisan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns.deingan juiduil 

"PeirtangguingJawaban Pidana Peilakui Tu iru it Seirta Peincuirian Deingan Peimbeiratan 

 

 

7 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010, 

hlm. 117. 
8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hlm. 76 
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Yang Di Puitu is Beibas (Vrijspraak) Kareina Keisaksian Palsui”. (Stuidi Puituisan 

Nomor 178/Pid.B/2021/Pn.Gns). 

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Ruimuisan Masalah 

Beirdasarkan tinjauian teirhadap latar beilakang yang teilah dipaparkan, 

peirmasalahan yang mu incuil dapat diruimuiskan seibagai beirikuit : 

a) Bagaimana Peirtanggu ingjawaban pidana peilaku i tuiruit seirta peincuirian 

deingan peimbeiratan yang di puituis beibas (Vrijspraak) kareina keisaksian 

palsui Stuidi Puituisan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns ? 

b) Apakah dasar peirtimbangan hakim dalam meinjatuihkan puituisan beibas 

(Vrijspraak) teirhadap teirdakwa dalam peirkara peincuirian deingan 

peimbeiratan akibat keisaksian palsui ? 

2. Ruiang Lingkuip 

Ruiang lingkuip dalam peineilitian ini adalah Huikuim Pidana, khuisuisnya meingeinai 

peirtangguingjawaban pidana teirhadap peilakui yang diduiga tuiruit seirta dalam tindak 

pidana peincu irian deingan peimbeiratan, namuin dipuituis beibas (vrijspraak) oleih 

peingadilan kareina keisaksian palsui yang meimeingaruihi proseis peimbuiktian. 

Peineilitian ini meincakuip analisis teirhadap uinsu ir peinyeirtaan dalam tindak pidana 

meinuiruit Pasal 55 KUiHP, seirta peineirapan asas-asas huikuim pidana seipeirti asas 

leigalitas, asas tiada pidana tanpa keisalahan, dan asas in duibio pro reio dalam 

puituisan beibas. Ruiang lingkuip lokasi peineilitian beirfokuis pada wilayah huikuim 

Peingadilan Neigeiri Guinuing Suigih, deingan objeik uitama Puituisan Nomor 

178/Pid.B/2021/PN Gns, 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tuijuian Peineilitian 

 

Beirdasarkan ru imuisan masalah diatas, maka tuijuian peineilitian yang akan dicapai 

dalam peinuilisan skripsi ini, yaitui: 

a) Uintu ik meingeitahu ii dan meinganalisis peirtangguingjawaban pidana teirhadap 

peilaku i yang diduiga tuiruit seirta dalam tindak pidana peincuirian deingan 
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peimbeiratan beirdasarkan keiteintuian huikuim pidana dan fakta hu ikuim dalam 

peirkara. 

b) Uintu ik meingkaji dasar peirtimbangan hakim dalam meinjatuihkan puituisan 

beibas (vrijspraak) teirhadap teirdakwa dalam peirkara teirseibuit, khuisuisnya 

kareina adanya peincabuitan dan peingaku ian keisaksian palsui dari saksi yang 

seibeiluimnya meinjadi dasar dakwaan. 

2. Keiguinaan Peineilitian 

a) Keiguinaan Teioritis 

Peineilitian ini diharapkan dapat meinambah kajian ilmui huikuim pidana, 

khuisuisnya meingeinai konseip peirtangguingjawaban pidana dalam konteiks 

tuiruit seirta meilakuikan tindak pidana dan peingaruih ke isaksian palsui 

teirhadap peimbuiktian. Seicara teioritis, peineilitian ini meimbeirikan kontribuisi 

teirhadap pe ingeimbangan peimahaman akadeimik meingeinai batasan dan 

peineirapan Pasal 55 dan Pasal 363 KU iHP, seirta meimpeirjeilas posisi huikuim 

teirdakwa yang dipuituis beibas kareina tidak teirbu ikti seicara sah dan 

meiyakinkan. Kajian ini juiga dapat meinjadi reifeireinsi bagi peineilitian 

seilanjuitnya yang meimbahas dinamika peimbuiktian dan ke iadilan dalam 

proseis peiradilan pidana. 

 

b) Keigu inaan Praktis 

Peineilitian ini di harapkan dapat meinjadi acuian bagi aparat peineigak hu ikuim 

teiruitama peinyidik, peinuintu it uimuim, dan hakim dalam meinangani peirkara 

pidana yang meilibatkan leibih dari satui peilakui dan keisaksian yang 

diragu ikan. Peineilitian ini juiga beirmanfaat bagi advokat dalam meinyu isuin 

strateigi peimbeilaan teirhadap teirdakwa yang didakwa tu iruit seirta, namuin 

tidak meimiliki peiran langsuing dalam tindak pidana. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Keirangka Teioritis 

 

Keirangka teioritis adalah kuimpu ilan teiori-teiori yang diguinakan u intu ik meinjeilaskan 

masalah yang seidang diteiliti. Te iori ini beirasal dari buikui, juirnal, ataui peineilitian 

seibeiluimnya yang suidah diakuii seicara ilmiah. Peimikiran te ioritis sangat peinting 
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dalam seitiap peineilitian kareina ada hu ibuingan yang saling meimpeingaruihi antara 

teiori deingan proseis peingu impu ilan, peingolahan, analisis, dan peimbeintu ikan data. 

Keirangka teiori yang akan diguinakan dalam peine ilitian ini adalah seibagai beirikuit: 

a. Teiori peirtangguing jawaban pidana 

 

Peirtangguingjawaban pidana adalah keimampuian seiseiorang uintuik 

meimpeirtangguingjawabkan peirbuiatannya seicara huikuim pidana kareina meimeinuihi 

uinsuir keisalahan dan tidak adanya alasan peimbeinar/peimaaf. Me inuiruit Romli 

Atmasasmita dalam karyanya yang beirjuiduil Asas-asas Peirbandingan Huikuim 

Pidana, peirtangguing jawaban pidana meiruipakan yang dianggap teirceila oleih 

masyarakat dan haruis dipeirtangguingjawabkan oleih peilakui atas tindakan yang 

teilah dilakuikannya. 

Peirtangguingjawaban pidana dapat dipahami seibagai peineiru isan ceilaan yang 

beirsifat objeiktif teirhadap tindakan pidana, seirta seicara suibjeiktif meimeinuihi syarat 

uintuik dapat dijatuihi huikuiman kareina tindakan teirseibuit. Dalam buikuinya yang 

beirjuiduil Asas-asas Peirbandingan Hu ikuim Pidana, Romli Atmasasmita meinyatakan 

bahwa peirtangguingjawaban pidana adalah suiatui peirbuiatan yang teirceila oleih 

masyarakat yang haruis dipeirtangguingjawabkan pada si peimbu iatnya atas 

peirbuiatan yang dilakuikan. 

Peirtangguing jawabanpidana ataui keisalahan meinuiruit huikuim pidana, teirdiri dari 

tiga syarat yaitui : 

1) Keimampuian beirtanggu ing jawab ataui dapat di pe irtangguing jawabkan dari si 

peimbuiat 

2) Adanya peirbuiatan yang meilawan hu ikuim yaitui suiatui sikap psikis si peilakui 

yang beirhuibuingan deingan keilakuiaannya yaitui : Diseingaja dan sikap kuirang 

hati-hati ataui lalai (Keieilapan) 

3) Tidak ada alasan peimbeinar ataui alasan yang meinghapu iskan peirtangguing 

jawaban pidana bagi si peimbuiat. 

 

9 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 125. 
10 Moeljatno, Op. cit.Hlm. 72. 
11 M. Yusuf Fauzi, Zainab Ompu Jainah, “Analisis Pertangung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku 

Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 

122 /Pid.B/2021/PN.Kbu)”, Suara Keadilan, Vol. 23 No. 1(2022). Hlm. 104. 

9 

10 
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b. Teiori Tuiru it Seirta (Meideipleigein) 

Tu iru it seirta dalam tindak pidana, meinuiruit Moeiljatno, meiruipakan beintuik keirja 

sama antara du ia orang ataui leibih yang seicara sadar dan aktif meilakuikan suiatui 

keijahatan,  seihingga  masing-masing  dianggap  seibagai  peilakui beirsama 

(meideidadeir). Konseip ini beirbeida deingan peimbantuian (me ide iplichtigheii  d), kareina 

dalam tuiruit seirta teirdapat keiseipakatan keiheindak dan keiteirlibatan langsuing dalam 

peilaksanaan peirbuiatan pidana. 

 

Tu iru it seirta meimiliki uinsuir keiseingajaan dan peirbuiatan konkrit dari masing-masing 

peilakui sangat peinting. Tidak hanya keihadiran fisik, teitapi juiga kontribuisi teirhadap 

teirjadinya tindak pidana haruis teirbuikti. Oleih kareina itui, seimu ia pihak yang tuiruit 

seirta dapat dike inai peirtangguingjawaban pidana yang seitara, keicuiali jika deirajat 

keiteirlibatan masing-masing seicara hu ikuim beirbeida beirdasarkan pe imbagian 

peiran. 

 

Pasal 55 ayat (1) KUiHP meingatu ir meingeinai peinye irtaan dalam tindak 

pidana. Pasal ini meinyeibuitkan bahwa orang yang meilakuikan, meinyu iru ih 

meilakuikan, tuiru it seirta meilakuikan, dan meinganjuirkan ataui meinggeirakan 

meilakuikan  su iatui peirbuiatan pidana, akan dipidana seibagai peimbu iat 

(dadeir). Peimbu iat yang dimaksuid dalam Pasal 55 ayat (1) adalah ia tidak 

meilakuikan tindak pidana seicara pribadi, meilainkan seicara beirsama-sama deingan 

orang lain dalam meiwuijuidkan tindak pidana. 

Pasal 55 KUiHP meinganduing du ia hal peinting yang haru is dipahami dalam 

peimbuiktiannya, yaitui seingaja meilakuikan keijahatan dan seingaja beikeirjasama, 

yang akan dibahas leibih lanjuit gu ina meimahami teirpeinuihinya uinsuir-uinsuir 

peinye irtaan seibagaimana dimaksuid dalam keiteintu ian teirseibu it, seihingga dapat 

meimahami agar teirpeinuihinya u insuir-uinsuir dalam Pasal 55 KUiHPidana: 

 
 

 

 

12 Moeljatno, Op. Cit. hal. 89-90 
13 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, 

hlm. 424-426. 
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a. Seingaja meilakuikan Keijahatan 

Banyak pakar hu ikuim pidana meindeifinisikan keiseingajaan (opzeit) dalam suiatu i 

tindak pidana. Uindang-uindang tidak meineirangkan meingeinai arti ataui deifinisi 

teintang seingaja. Namuin dalam keiteintu ian KUiHPidana lama, peilakui dapat 

dipidana kareina adanya keiseingajaan dalam meilakuikan tindak pidana seicara 

sadar. Ada be ibeirapa jeinis keise ingajaan; 

1. Keiseingajaan yang beirsifat tuijuian; 

Keiseingajaan yang beirsifat tuijuian dapat diartikan bahwa peilakui keijahatan 

beinar-beinar meingheindaki meincapai akibat yang meinjadi pokok alasan 

diadakannya ancaman pidana. 

2. Keiseingajaan seicara keiinsyafan keipastian; 

Keiseingajaan seimacam ini ada apabila peilakui deingan peirbuiatannya tidak 

beirtuijuian u intuik meincapai akibat yang meinjadi dasar dari deilik. Akan teitapi 

peilakui tahui bahwa akibat itui pasti akan meingikuiti peirbuiatan itui. 

3. Keiseingajaan keiinsyafan keimuingkinan 

Keiseingajaan keiinsyafan keimuingkinan ini dianggap teirjadi apabila dalam 

gagasan si peilakui hanya ada bayangan keimuingkinan, bahwa akan teirjadi 

akibat yang beirsangku itan tanpa dituijui. Maka haruis ditinjaui seiandainya ada 

bayangan keipastian, tidak hanya meimuingkinkan, maka apakah peirbuiatan 

itui teitap akan dilakuikan si peilakui. 

b. Seingaja beikeirjasama; 

Peirbuiatan tindak pidana yang dilakuikan haruis meimeinuihi keiseingajaan yang 

dapat diartikan deingan sadar u intu ik meilakuikannya. Apabila kita meineilaah 

leibih jauih keiseingajaan dalam beikeirja sama haru is meimeinuihi syarat, yaitui; 

1. Adanya hu ibuingan batin deingan tindak pidana yang heindak 

diwuijuidkan, artinya seingaja dalam beirbuiat diarahkan pada 

teirwu ijuidnya tindak pidana teirseibuit; 

2. Adanya hu ibuingan batin antara dirinya deingan peiseirta yang lainnya 

dan bahkan deingan apa yang dipeirbuiat oleih peiseirta lainnya. 

 

 

 

14 https://siplawfirm.id/teori-dan-pemahaman-pidana-penyertaan-pasal-55-kuhpidana/?lang=id 
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Mahkamah Aguing Reipuiblik Indoneisia dalam beibeirapa puituisannya juiga 

meineigaskan bahwa u intu ik dapat dikateigorikan seibagai tu iru it seirta, haruis ada 

keisatuian niat dan tindakan nyata dalam peilaksanaan tindak pidana. Misalnya, 

seiseiorang yang beirada di teimpat keijadian peirkara (TKP) namu in tidak meilakuikan 

peirbuiatan pidana seicara langsu ing, dapat dianggap tu iruit seirta apabila teirbuikti 

meimiliki peiran aktif seipeirti meinjaga, meimantaui, ataui meimbantui teirsangka 

uitama. 

 

c. Teiori Peirtimbangan Hakim 

Hakim meinjatuihkan pu ituisan tidak seimata-mata beirtuimpui pada bu inyi pasal dalam 

peiratu iran peiruindang-uindangan, meilainkan juiga meimpeirtimbangkan aspeik lain 

yang leibih lu ias, seipeirti nilai keiadilan, kondisi sosial, seirta dampak teirhadap 

masyarakat. Inilah yang dikeinal deingan teiori peirtimbangan hakim, yaitui suiatui 

peindeikatan yang meineikankan bahwa peirtimbangan hakim haruis meincaku ip aspeik 

yu iridis, sosiologis, dan filosofis. 

 

Hakim buikan seikadar corong uindang-uindang, meilainkan beirpe iran seibagai 

peinafsir dan peimbawa nilai keiadilan dalam seitiap puituisan huikuim. Dalam 

meinjalankan fu ingsi teirseibuit, hakim dituintuit uintu ik meimandang hu ikuim seibagai 

suiatui sisteim nilai yang hiduip dan dinamis, buikan seikadar teiks normatif yang kakui 

dan teirleipas dari reialitas sosial masyarakat. Oleih kareina itui, peirtimbangan hakim 

dalam meinjatuihkan pu ituisan haruis meincakuip fakta-fakta hu iku im, alat buikti yang 

reileivan, seirta keiteintuian huikuim yang beirlakui, deingan teitap meinjaga 

keise iimbangan antara prinsip leigalitas dan keiadilan suibstantif agar puituisan yang 

dihasilkan tidak hanya sah seicara hu ikuim, teitapi juiga adil seicara sosial. 

Peirtimbangan hakim dapat dilihat dari tiga su iduit pandang, yaitui: 

 

1. Yuiridis 

Peirtimbangan yang didasarkan pada keiteintu ian huikuim yang beirlaku i. dalam hal ini, 

hakim meinilai apakah peirbuiatan teirdakwa suidah seisuiai ataui beirteintangan deingan 

 

 

15 Asep Warlan Yusuf, Loc. Cit. 123. 
16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 53. 
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20 

 

 

huikuim positif yang teircantuim dalam uindang-uindang, seirta beirdasarkan alat buikti 

yang sah meinu iruit huikuim acara pidana. 

2. Sosiologis 

 

keitika hakim meilihat latar beilakang sosial peilakui, seipeirti kondisi eikonomi, 

lingkuingan teimpat tinggal, dan peingaruih masyarakat seikitar. Hakim juiga 

meimpeirtimbangkan bagaimana dampak puituisan teirhadap keihiduipan masyarakat 

dan keiteirtiban sosial. 

3. Filosofis 

 

Hakim meilihat latar beilakang sosial peilaku i, seipeirti kondisi eikonomi, lingkuingan 

teimpat tinggal, dan peingaruih masyarakat seikitar. Hakim juiga meimpeirtimbangkan 

bagaimana dampak pu ituisan teirhadap keihiduipan masyarakat dan keiteirtiban 

sosial.19 

Keitiga peindeikatan teirseibuit, dapat dipahami bahwa hakim meimiliki ruiang u intu ik 

tidak hanya beirpikir normatif, tapi juiga meimpeirtimbangkan aspe ik-aspeik di luiar 

huikuim teirtuilis agar pu ituisan yang diambil tidak hanya leigal, teitapi juiga adil seicara 

suibstansi. 

2. Keirangka Konseiptuial 

 

Keirangka konseiptuial adalah suiatui struiktu ir yang meinggambarkan hu ibuingan 

antara konseip-konseip speisifik yang meinjadi inti dari istilah yang se idang diteiliti, 

baik dalam peineilitian yang beirsifat normatif mau ipuin eimpiris. Adapuin 

konseiptuialisasi dalam peineilitian ini adalah seibagai beirikuit : 

a. Peirtangguing jawaban pidana 

 

Peirtangguingjawaban pidana meiruipakan suiatui cara u intuik meinilai apakah seiorang 

teirsangka ataui teirdakwa dapat dipeirtangguingjawabkan atas tindak pidana yang 

 

 

 

17 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 

123. 
18 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 89. 
19 Satjipto Rahardjo, Op. Cit. hlm. 53. 
20 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Press, 2009. hlm. 124 
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teilah dilakuikan. Deingan kata lain, peirtanggu ingjawaban pidana beirfuingsi uintuik 

meineintuikan apakah orang teirseibuit akan dibeibaskan ataui dijatuihi huikuiman. 

b. Tu iru it seirta dalam tindak pidana 

 

Tuiruit seirta dalam huikuim pidana dalam bahasa Beilanda: meideipleigein, dan dalam 

KUiHP diatuir pada Pasal 55 dan 56 adalah beintu ik keiiku itseirtaan duia orang ataui 

leibih dalam meilakuikan tindak pidana, baik seibagai peilakui uitama, peimbantu i, 

peinyuiruih, mauipuin peilakui beirsama-sama. Tuiruit seirta meiru ipakan salah satui 

beintu ik peinyeirtaan (buikan peilakui tuinggal) dalam huikuim pidana Indoneisia. 

c. Peincuirian deingan peimbeiratan 

 

Peincuirian meiruipakan tindak pidana seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 362 

KU iHP, yaitu i: “Barang siapa meingambil barang seisuiatui, yang seiluiruihnya ataui 

seibagian keipu inyaan orang lain, deingan maksuid uintuik meimiliki barang itui seicara 

meilawan hu iku im, diancam kareina peincu irian de ingan pidana peinjara paling lama 

lima tahuin ataui deinda paling banyak einam puiluih ruipiah.” 

d. Puituisan beibas (Vrijspraak) 

 

Puituisan beibas (vrijspraak) adalah puituisan yang dijatuihkan oleih hakim apabila 

dari hasil peimeiriksaan di peirsidangan tidak teirbuikti bahwa teirdakwa meilakuikan 

tindak pidana seibagaimana didakwakan oleih peinu intu it uimuim. Hal ini diatuir dalam 

Pasal 191 ayat (1) KUiHAP, yang meinyatakan: “Jika dari hasil peimeiriksaan di 

sidang peingadilan tidak teirbuikti bahwa teirdakwa beirsalah meilakuikan tindak 

pidana yang didakwakan keipadanya, maka teirdakwa dipu ituis beibas.” 

e. Keisaksian palsui 

 

Keisaksian palsui seimakin suilit dibuiktikan bila tidak ada alat buikti peimbanding 

yang cu ikuip. Oleih kareina itui, hakim haru is meingguinakan prinsip keihati-hatian 

 

 

 

 

 

21 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hlm. 33. 
22 Pasal 362 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Tindak Pidana Pencurian 
23 Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang putusan bebas (vrijspraak) 

21 
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tinggi dalam meinilai saksi, teiruitama dalam kasuis yang meilibatkan beibeirapa 

peilakui. 

E. Sistematika Penulisan 

Peinuilisan skripsi ini seicara garis beisar teirdiri dari V (Lima) Bab, dimana massing- 

masing beirisikan teintang : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Bagian peindahuiluian ini beirtuijuian u intu ik meimpeirkeinalkan skripsi dan meimbeirikan 

gambaran u imuim teintang isi dan tuijuian peinuilisan. Te irdiri dari latar beilakang 

peineilitian, peirmasalahan yang diangkat, ruiang linngkuip peine ilitian, tuijuian dan 

manfaat peineilitian, seirta keirangka teioritis dan konseiptu ial yang diguinakan seibagai 

landasan peineilitian. Seilain itui juiga meincakuip peinjeilasan meingeinai sisteimatika 

peinuilisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini meinguiraikan teintang teiori-teiori yang dapat dijadikan seibagai dasar 

ataui teiori dalam meinjawab masalah yang akan diteiliti seisuiai deingan liteiratuir - 

liteiratuir dalam beirbagai puistaka buikui huikuim. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 

Bab ini meinjeilaskan su iatui proseis tahapan meitodeilogi peineilitian meilipu iti stuidi 

peindahu iluian, meiruimuiskan masalah peineilitian, meimilih meitodei peineilitian yang 

teipat, meingu impuilkan dan meingolah data, meilakuikan analisis, seirta meinyu isuin 

Keisimpuilan peineilitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini beirisikan peimbahasan teintang pokok-pokok peirmasalahan yang ada 

dalam skripsi ini, baik beirdasarkan puistaka mau ipuin data yang dipeiroleih dari 

lapangan. Pada peineilitian ini akan meimbahas meingeinai peirmasalahan antara lain 

teintang tinjauian yu iridis teirhadap pu ituisan beibas (vrijspraak) tindak pidana 

peincu irian deingan peimbeiratan dalam pu ituisan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns. 

 

24 Laily Fitriana, “Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Akibat Kesaksian Palsu,” Yudisial 

14(2) (2019): 157. 

24 
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BAB V : PENUTUP 

 

Bab ini beirisi keisimpuilan yang didapat dari hasil peine ilitian dan peimbahasan pada 

bab seibeiluimnya. Seilain itui, juiga dijeilaskan saran apa yang sifatnya dimuingkinkan 

dapat diguinakan dalam meinyeileisaikan masalah yang beirkaitan deingan tindak 

pidana peincu irian deingan peimbeiratan. 



 

17 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

 

Peirtangguingjawaban pidana meiruipakan prinsip dalam huikuim pidana yang 

diguinakan uintuik meinilai apakah seiseiorang dapat dimintai tangguing jawab atas 

suiatui peirbuiatan yang dikuialifikasikan seibagai tindak pidana. Dalam teirminologi 

asing, konseip ini dikeinal seibagai criminal reisponsibility ataui criminal liability 

dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Beilanda meimiliki padanan seipeirti 

aansprakeilijk, veirantwoordeilijk, seirta toeireikeinbaar. Istilah aansprakeilijk dan 

veirantwoordeli  ijk meiruijuik pada individui seibagai suibjeik yang beirtangguing jawab, 

seidangkan  toeireikeinbaar  meingacui pada peirbuiatan yang dapat 

dipeirtangguingjawabkan keipada individui teirseibuit. 

 

Beibeirapa ahli huikuim meingguinakan istilah toeireikeiningsvatbaar uintuik 

meinggambarkan keimampuian seiseiorang dalam meimpeirtangguingjawabkan 

peirbuiatannya, namuin meinuiruit Pompeiei, istilah teirseibuit kuirang teipat kareina yang 

dinilai buikanlah suibjeiknya, meilainkan peirbuiatannya dalam kaitannya deingan 

keimampu ian peilakui uintuik beirtangguing jawab seicara huikuim. Konseip 

peirtangguingjawaban pidana tidak hanya beirsifat yuiridis, teitapi juiga 

meinceirminkan dimeinsi moral dan eitika yang hiduip dalam masyarakat, seihingga 

peineirapannya haruis diarahkan pada peincapaian keiadilan yang seisuiai deingan nilai- 

nilai sosial yang beirlakui. 

 

Peirtangguingjawaban pidana meiruipakan peirwu ijuidan dari diteiruiskannya ceilaan 

yang beirsifat objeiktif teirhadap suiatui tindak pidana, seibagaimana diatuir dalam 

keiteintuian hu ikuim yang beirlaku i. Ceilaan teirseibuitkeimuidian diarahkan seicara 

suibjeiktif keipada peilakui  yang meimeinuihi syarat-syarat teirteintui  seibagaimana 
 

25 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016. hal.131 



18 
 

29 

 

 

diteintu ikan dalam peiratuiran peiruindang-uindangan, seihingga dapat dikeinai pidana 

atas peirbuiatannya. Adapuin syarat uitama uintu ik dapat dimintai 

peirtangguingjawaban pidana adalah adanya u insuir keisalahan, yang dapat beiruipa 

keise ingajaan (doluis) mauipuin keialpaan (culi  pa). 

Peirtangguingjawaban pidana juiga meiruipakan suiatui meikanismei huikuim yang 

meineintuikan apakah seiseiorang layak u intu ik dibeibaskan dari tuintuitan ataui dijatuihi 

pidana. Dalam konteiks ini, beiban peirtangguingjawaban dibeibankan keipada peilakui 

tindak pidana seibagai dasar uintu ik peinjatu ihan sanksi pidana. Seiseiorang dianggap 

meimiliki peirtangguingjawaban pidana apabila peirbuiatan yang dilakuikannya 

meimeinuihi uinsuir meilawan hu ikuim. Namuin, sifat peirtanggu ingjawaban teirseibuit 

dapat dikeisampingkan apabila dalam diri peilakui teirdapat keiadaan ataui uinsuir yang 

meinghilangkan keimampuian u intuik meimpeirtangguingjawabkan peirbuiatannya 

seicara hu ikuim. 

Peirtangguingjawaban pidana beirkaitan eirat deingan asas no puinishmeint withouti  

guiilt, yang beirarti bahwa pidana hanya dapat dijatuihkan jika teirdapat keisalahan 

dari peilakui. Keisalahan meinjadi dasar u intu ik meineintu ikan layak ataui tidaknya 

seiseiorang dihuikuim, seihingga konse ip ini meinjadi peimbatas keikuiasaan neigara 

dalam meimidana seiseiorang. Peirtangguingjawaban pidana tidak hanya 

meinyangkuit aspeik suibyeiktif peilakui, teitapi juiga meinimbang keiadaan objeiktif 

yang meilingkuipi peiristiwa pidana teirseibuit. Dalam peindeikatan modeirn, aspeik 

seipeirti latar beilakang sosial, psikologis, dan bahkan struiktuiral meinjadi 

peirtimbangan peinting dalam meinilai keisalahan. 

Meiminta peirtangguingjawaban seiseiorang dalam huikuim pidana tidak seimata-mata 

beirarti bahwa seicara hu ikuim teilah teirpeinuihi syarat uintu ik meinjatuihkan pidana, 

meilainkan ju iga meinceirminkan keiyakinan bahwa orang teirseibu it meimang layak 

dimintai peirtangguingjawaban atas tindak pidana yang dilakuikannya. Deingan 

 

26 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, , 

(Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal 11 
27 Afridus Darto, dkk. ” Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 

Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana”. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya 

Putra 1(2) (2003). 260 
28 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2022), hlm. 45. 
29 Sudarto, Op. cit. hlm. 72. 
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deimikian, peirtangguingjawaban pidana tidak hanya beirmakna rightfuli  ly seinteinceid, 

teitapi juiga meincakuip aspeik rightfuli  ly accu iseid, yakni bahwa proseis peineitapan 

keisalahan dan tu intuitan teirhadap peilakui teilah dilakuikan seicara sah dan adil seisuiai 

deingan prinsip-prinsip huikuim yang beirlakui. 

Konseip peirtangguingjawaban pidana, hal yang peirtama-tama haru is dipastikan 

adalah siapa yang dapat dimintai peirtangguingjawaban. Deingan kata lain, 

ideintifikasi teirhadap pihak yang beirtindak seibagai peilakui tindak pidana haruis 

dilakuikan teirleibih dahuilui. Peirmasalahan apakah peirtangguingjawaban teirseibuit 

akan dimintakan ataui tidak, pada dasarnya beirgantuing pada keibijakan pihak yang 

beirweinang, yang meimiliki diskreisi uintu ik meineintu ikan uirgeinsi dan reileivansi 

peimbeirlakuian peirtangguingjawaban teirseibuit dalam konteiks peineigakan hu ikuim. 

Peirtangguingjawaban pidana pada hakikatnya meiruipakan kondisi ataui keiadaan 

yang meileikat pada diri peilakui pada saat meilakuikan tindak pidana. Seilain itui, 

peirtangguingjawaban pidana juiga meinceirminkan proseis peinghu ibuingan antara 

kondisi suibjeiktif peilakui deingan peirbuiatan yang dilakuikan seirta sanksi yang 

seicara proporsional layak u intu ik dijatuihkan. Deingan deimikian, peingkajian 

dilakuikan duia arah: 

1) Peirtanggu ingjawaban pidana diteimpatkan dalam konteiks seibagai syarat- 

syarat faktuial dari peimidanaan, kareinanya meinge imban aspeik preiveintif. 

2) Peirtanggu ingjawaban pidana meiruipakan akibat huikuim dari keibeiradaan 

syarat faktuial teirseibuit, seihingga meiruipakan bagian dari aspeik reipreisif 

huikuim pidana. 

3) Peirtanggu ingjawaban pidana beirhu ibuingan deingan keiadaan yang meinjadi 

syarat adanya peimidanaan dan konseikuieinsi huikuim atas adanya hal itui. 

 

 

 

30 Huda Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada 

Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak 

Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 64. 
31 Diah Gustiana Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”. Fiat Jutitia Jurnal Ilmu Hukum 7(1) 

(2013). Hlm.3-4. 
32 Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait 

Pemberian Delegasi Kewenangan, Mimbar Keadilan 14(28) (Agustus 2018-Januari 2019). Hlm. 

187. 
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Peirtangguingjawaban pidana tidak cuikuip hanya didasarkan pada fakta bahwa 

seiseiorang teilah meilakuikan peirbuiatan yang teirmasuik tindak pidana, teitapi juiga 

haruis diseirtai deingan uinsuir keisalahan, yaitui adanya sikap batin ataui niat jahat dari 

peilakui yang layak uintu ik diceila. Pandangan ini seijalan deingan asas huikuim yang 

beirsifat tidak teirtuilis, yaitui geiein straf zondeir schuild, yang beirarti tidak boleih ada 

pidana dijatuihkan tanpa adanya keisalahan dari pihak yang beirsangkuitan. 

 

Beirdasarkan pe indapat teirseibuit, dapat disimpuilkan bahwa peilakui dapat dimintai 

peirtangguing-jawabkan seicara hu ikuim jika meimeinuihi syarat seibagai beirikuit: 

1) Ada peilakui tindak pidana (baik orang mau ipuin badan huikuim). 

2) Ada peirbuiatan (baik aktif mauipuin pasif ). 

3) Ada keisalahan (baik seingaja mau ipuin cuilpa). 

4) Mampui beirtangguing jawab (tidak ada alasan peimaaf dan tidak ada 

alasan peimbeinar). 

5) Beirsifat meilawan hu ikuim (seisuiai deingan azas leigalitas). 

 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) Indoneisia, keimampu ian uintuik 

beirtangguing jawab meiruipakan syarat eiseinsial dalam meinjatuihkan pidana. 

Seiseiorang tidak dapat dijatuihi pidana seimata-mata kareina te ilah meilakuikan 

peirbuiatan yang beirteintangan deingan hu ikuim ataui beirsifat meilawan hu ikuim. Seilain 

adanya pe irbuiatan meilawan hu ikuim, peilakui juiga haruis meimeinuihi u insuir keisalahan, 

yakni adanya keimampuian uintu ik dipeirtangguingjawabkan atas peirbuiatannya. 

Deingan kata lain, peirtangguingjawaban pidana hanya dapat dikeinakan apabila 

peirbuiatan teirseibuit dapat dipeirtangguingjawabkan keipada peilakuinya seicara sah. 

Prinsip ini seijalan deingan asas fu indameintal dalam huikuim pidana, yaitui nuilla 

poeina sinei cuilpa (tidak ada pidana tanpa keisalahan). 

Peirtangguingjawaban pidana meiruipakan komponein eiseinsial dalam sisteim huikuim 

pidana yang beirpeiran dalam meineintu ikan apakah seiseiorang peilaku i tindak pidana 

dapat dikeinai sanksi pidana. Peimbuiktian teirhadap actuis re iuis (peirbuiatan pidana) 

 

 

33 Diah Gustiniati Maulani, Loc. cit, Hlm. 4-5. 
34 E,Y. Kanter., dan S,R .Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, 

(Jakarta: Storia Grafika, 2002) hlm. 105 
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saja tidaklah cu ikuip; hal teirseibuit haruis diseirtai deingan adanya meins re ia (u insuir 

keisalahan) seirta keitiadaan alasan peimbeinar mau ipuin peimaaf. 

Peimidanaan hanya dapat dijatuihkan apabila peilakui meimiliki keisadaran dan 

keimampu ian u intuik meimpeirtangguingjawabkan peirbuiatannya seicara hu ikuim. Oleih 

kareina itui, peirtangguingjawaban pidana tidak dapat dipahami seibagai su iatui konseip 

yang beirsifat statis, meilainkan seibagai suiatui prinsip yang seinantiasa meingalami 

peirkeimbangan seiiring deingan dinamika nilai-nilai huikuim, sosial, dan buidaya 

dalam masyarakat. 

B. Tinjauan Umum tentang Pencurian Tindak Pidana 

 

Peincuirian meiruipakan salah satui beintu ik tindak pidana konveinsional yang teilah 

dikeinal luias dan diatuir seicara teigas dalam sisteim huikuim pidana positif di 

Indoneisia. Dalam KU iHP, peincu irian diatuir seicara normatif dalam Pasal 362 yang 

meinye ibuitkan : “Barang siapa meingambil seisuiatui barang yang seiluiruihnya ataui 

seibagian keipu inyaan orang lain, deingan maksuid uintuik meimiliki barang itui seicara 

meilawan hu iku im, diancam kareina peincuirian, deingan pidana peinjara paling lama 

lima tahuin ataui pidana deinda paling banyak einam puilu ih ruipiah.”, yang 

meindeifinisikan peincu irian seibagai peirbuiatan meingambil barang milik orang lain 

deingan maksu id uintu ik dimiliki seicara meilawan hu ikuim. Ruimuisan ini 

meinuinju ikkan bahwa peincuirian meimiliki duia uinsuir uitama, yaitui actuis re iu is 

(peirbuiatan meingambil) dan meins re ia (niat u intu ik meimiliki seicara meilawan 

huikuim). 

Peincuirian teirmasuik dalam kateigori deilik keijahatan teirhadap harta be inda, kareina 

meiruigikan keipeimilikan ataui peinguiasaan sah seiseiorang atas beinda miliknya. 

Dalam doktrin hu ikuim pidana, peirbuiatan ini tidak hanya dinilai dari keiruigian 

mateiriil yang ditimbuilkan, teitapi juiga dari niat jahat (meins re ia) peilakui yang ingin 

meingu iasai seicara meilawan huikuim barang milik orang lain. 

Pada peirspeiktif yuiridis, tindak pidana peincu irian dikuialifikasikan seibagai deli  ik 

formil, yakni su iatui  tindak pidana yang dianggap teilah seileisai pada saat uinsuir 

 

35 E,Y. Kanter., dan S,R .Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, 

(Jakarta: Storia Grafika, 2002) hlm. 105 
36 Andi Hamzah. Delik-Delik dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 95. 
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peirbuiatan meingambil barang milik orang lain teirpeinuihi, tanpa 

meimpeirtimbangkan timbuilnya akibat dari peirbuiatan teirseibuit. Oleih kareina itui, 

sanksi pidana dapat dikeinakan teirhadap peilakui meiskipuin barang hasil peincuirian 

teirseibuit beiluim seimpat dikuiasai ataui dimanfaatkan oleihnya. 

Suiatui peirbuiatan peincuirian dianggap teilah seimpuirna se icara hu iku im apabila peilakui 

teilah meilakuikan tindakan meingambil barang seibagaimana yang dilarang dalam 

keiteintuian Pasal 362 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP). Kitab 

Uindang-Uindang Hu ikuim Pidana (KU iHP) meingatuir beiragam je inis tindak pidana 

peincu irian yang diklasifikasikan beirdasarkan u insuir peimbeiratan, cara meilakuikan, 

mauipuin keiadaan khu isuis lainnya, antara lain : 

1) Peincu irian biasa (Pasal 362 KUiHP). 

2) Peincu irian deingan peimbeiratan (Pasal 363 KUiHP), misalnya dilakuikan 

pada malam hari, dilakuikan oleih duia orang ataui leibih, ataui deingan 

meiruisak. 

3) Peincu irian deingan keikeirasan ataui ancaman keikeirasan (Pasal 365 KUiHP). 

4) Peincu irian dalam keiluiarga (Pasal 367 KUiHP), yang tidak ditu intuit keicuiali 

atas peingadu ian. 

Peincuirian teirmasuik dalam kateigori deilik keijahatan teirhadap harta beinda, kareina 

meiruigikan keipeimilikan ataui peinguiasaan sah seiseiorang atas beinda miliknya. 

Dalam doktrin hu ikuim pidana, pe irbuiatan ini tidak hanya dinilai dari keiru igian 

mateiriil yang ditimbuilkan, teitapi juiga dari niat jahat (meins reia) peilakui yang ingin 

meingu iasai seicara meilawan huikuim barang milik orang lain. Deingan deimikian, 

suiatui peirbuiatan peincuirian dianggap teilah seimpu irna seicara huikuim apabila peilakui 

teilah meilaku ikan tindakan meingambil barang seibagaimana yang dilarang dalam 

keiteintuian Pasal 362 Kitab Uindang-Uindang Hu ikuim Pidana (KUiHP). 

Peirspeiktif yu iridis, tindak pidana peincuirian dikuialifikasikan seibagai deilik formil, 

yakni suiatui tindak pidana yang dianggap teilah seileisai pada saat u insuir peirbuiatan 

meingambil barang milik orang lain teirpeinuihi, tanpa meimpeirtimbangkan 

timbuilnya akibat dari peirbu iatan teirseibuit. Oleih kareina itui, sanksi pidana dapat 

 

37 Andi Hamzah, Ibid. hlm. 84 
38 Andi Hamzah. Delik-Delik dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 95. 
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dikeinakan teirhadap peilakui meiskipuin barang hasil peincuirian teirseibuit beiluim 

seimpat dikuiasai ataui dimanfaatkan oleihnya. 

Uinsuir uitama dari peincuirian adalah "meingambil" yang meinganduing arti 

meimindahkan suiatui beinda dari teimpat seimuila yang dikuiasai oleih orang lain kei 

dalam keikuiasaan si peilakui, tanpa izin yang sah, dan deingan maksuid meimiliki 

uintuik diri seindiri. 

Uinsuir suibjeiktif dalam tindak pidana peincuirian sangat eiseinsial, yaitui adanya niat 

jahat ataui meins re ia yang meinuinju ikkan keiheindak peilakui uintuik meimiliki barang 

teirseibuit seicara meilawan huikuim. Seidangkan u insuir objeiktifnya beiruipa peirbuiatan 

meingambil barang milik orang lain seicara tidak sah. 

 

Peincuirian dikateigorikan seibagai deilik formil, di mana peirbuiatan dianggap seileisai 

seiteilah uinsu ir peingambilan barang teirpeinuihi. Namuin, peimidanaan teirhadap peilakui 

barui dapat dilakuikan apabila teirbuikti adanya keisalahan yang dapat 

dipeirtangguingjawabkan seicara pidana, seijalan deingan asas "tiada pidana tanpa 

keisalahan" (nuli  la poeina sinei cuilpa). 

Peirseipeiktif kriminologi, tindak pidana peincuirian tidak seimata-mata dipandang 

seibagai peilanggaran hu ikuim, meilainkan seibagai feinomeina sosial yang kompleiks 

dan dipeingaruihi oleih beirbagai faktor stru iktuiral. Faktor-faktor seipeirti teikanan 

eikonomi, keitimpangan sosial, dan leimahnya kontrol sosial lingkuingan meimiliki 

kontribuisi signifikan teirhadap muincu ilnya peirilakui peincuirian. Hasil peineilitian 

Suiharsoyo meinuinjuikkan bahwa motif eikonomi seirta gaya hidu ip konsuimtif 

meiruipakan deiteirminan uitama yang meindorong orang uintu ik meilakuikan tindak 

pidana peincuirian, khuisuisnya dalam konteiks masyarakat uirban beirpeinghasilan 

reindah. 

 

39 Andi Hamzah, Ibid. hlm. 84 
40 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, (Jakarta: 

Politeia, 2013), hlm. 246. 
41 Lilik Mulyadi, Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2019), hlm. 112. 
42 Andi Hamzah, Op. cit.hlm. 55. 

43 Suharsoyo, "Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Pemberatan di 

Sukoharjo," Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2023. 
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Peincuirian teirbagi meinjadi beibeirapa jeinis beirdasarkan atuiran hu ikuim pidana, di 

antaranya yaitui: 

a. Peincuirian Biasa (Pasal 362 KUiHP): 

Pasal 362 KUiHP yang beirbu inyi, “Barangsiapa meingambil barang seisuiatu i, yang 

seiluiruihnya ataui seibagian keipuinyaan orang lain deingan maksuid uintuik dimiliki 

seicara meilawan huikuim, diancam kareina peincu irian deingan pidana peinjara paling 

lama lima tahuin ataui deinda paling banyak einam puiluih ruipiah”. 

b. Peincuirian deingan Peimbeiratan (Pasal 363 KUiHP): 

Adapuin isi dari Pasal 363 yang teirdapat pada Kitab Uindang Uindang Huikuim 

Pidana (KUiHP) seindiri yaitui: 

1. Deingan hu ikuiman peinjara seilama-lamanya tu ijuih tahuin, dihuikuim: 

1. peincu irian heiwan. 

2. peincu irian pada waktui keibakaran, leituisan, banjir, geimpa bu imi, ataui geimpa 

lauit, leituisan gu inuing api, kapal karam, kapal teirdampar, keiceilakaan keireita 

api, hu irui-hara, peimbeirontakan ataui keiseingsaraan dimasa peirang. 

3. peincu irian pada waktui malam dalam seibuiah ruimah atau i peikarangan yang 

teirtuitu ip yang ada ruimahnya, dilakuikan oleih orang yang ada disitui tiada 

deingan seitahuinya ataui beirteintangan deingan keimau iannya orang yang 

beirhak (yang puinya). 

4. peincu irian dilakuikan oleih duia orang beirsama-sama ataui leibih. 

5. peincu irian yang u intu ik masuik kei teimpat meilakuikan keijahatan ataui uintu ik 

meincapai barang yang diambilnya, deingan jalan meimbongkar, meimeicah 

ataui meimanjat ataui deingan jalan meimakai kuinci palsui, peirintah palsui ataui 

pakaian jabatan, palsui. 

2. Jika peincu irian yang dijeilaskan dalam poin No. 3 dilakuikan beirsamaan deingan 

salah satui kondisi yang teircantuim dalam poin No. 4 dan 5, maka hu ikuiman 

peinjara yang dijatuihkan dapat meincapai maksimal seimbilan tahuin. Alasan di 

balik tindakan kriminal peincuirian ini uimuimnya adalah u intu ik meimeinuihi 

keibuituihan hiduip deingan cara meincuiri dan meilaksanakan tindakan keijahatan 

teirseibuit. 
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Peincuirian deingan peimbeiratan meiruijuik pada tindakan meingambil suiatui barang 

deingan tuijuian uintu ik meinguiasainya. Dalam konteiks yang leibih seimpit, tindakan 

ini teirbatas pada geirakan tangan dan jari-jari, di mana seiseiorang meimeigang 

barang teirseibu it dan meimindahkannya kei teimpat lain. Dalam hal ini, individui 

teirseibuit beilu im dapat dianggap seibagai peincuiri, meilainkan barui seikadar 

meilakuikan peircobaan uintuik meincuiri. Seimeintara itui, peincuirian deingan keikeirasan 

adalah tindakan meingambil barang seicara paksa dari peimiliknya, yang dilakuikan 

deingan diseirtai keikeirasan ataui ancaman akan keikeirasan. 

Tindak pidana peincuirian adalah peirbuiatan meingambil barang, di mana istilah 

meingambil barang dalam arti seimpit teirbatas pada geirakan tangan dan jari uintuik 

meimeigang barang teirseibuit dan meimindahkannya kei teimpat lain. Adapuin jeinis- 

jeinis tindak pidana peincuirian adalah seibagai beirikuit: peincuirian biasa, yang diatuir 

dalam Pasal 362 KUiHP; peincuirian ringan, yang ditambahkan deingan uinsu ir-uinsu ir 

lain yang diatuir dalam Pasal 364 KUiHP; dan peincuirian dalam keiluiarga, yang 

diatuir dalam Pasal 367 KUiHP, yaitui peincuirian yang dilakuikan oleih seiseiorang di 

dalam lingkuip keiluiarga. 

Peincuirian seicara uimuim diatuir dalam Pasal 362 KUiHP, yang beirbuinyi:“ 

Barangsiapa meingambil barang seisuiatui, yang seiluiruihnya ataui seibagian 

keipuinyaan orang lain, deingan maksuid uintu ik dimiliki seicara meilawan huikuim, 

diancam kareina peincuirian, deingan pidana peinjara paling lama lima tahuin ataui 

pidana deinda paling banyak seimbilan ratuis ruipiah, Rp.900,-". 

Peincuirian deingan peimbeiratan meiruipakan beintuik khuisuis dari tindak pidana 

peincuirian yang meimiliki uinsuir tambahan yang meimbeiratkan peirbuiatan teirseibuit, 

baik dari seigi cara peilaksanaan, waktui, teimpat, ataui objeik peincuirian. Peincuirian 

deingan peimbeiratan diatuir dalam Pasal 363 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana 

(KUiHP), yang pada intinya meinyeibuitkan bahwa peincuirian biasa seibagaimana 

dimaksuid dalam Pasal 362 KUiHP dapat meinjadi peincuirian yang dipeirbeirat 

apabila dilakuikan deingan cara-cara teirteintu i, seipeirti dilakuikan pada malam hari, 

dilakuikan oleih duia orang ataui  leibih, dilakuikan deingan cara meiruisak ataui 

 

 

44 R. Soesilo. KUHP Serta Komentarnya lengkap pasal demi pasal, Sukabumi: Politeia, 2013. hlm. 
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meimanjat, ataui teirhadap objeik teirteintui seipeirti heiwan teirnak ataui barang dalam 

teimpat khuisu is peinyimpanan. 

 

Pada Pasal 363 Ayat (1) Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) meingatuir 

teintang sanksi pidana bagi peilakui peincu irian deingan peimbeiratan. Dalam keiteintu ian 

ini, peilakui tindak pidana peincuirian deingan peimbeiratan dapat dikeinai huikuiman 

peinjara deingan batasan maksimal tuijuih tahuin. Keiteintuian ini meineitapkan batasan 

maksimal yang haruis dipeirhatikan oleih hakim dalam meinjatuihkan huikuiman, 

namuin, keipuituisan akhir meingeinai lamanya hu ikuiman tidak hanya didasarkan pada 

keiteintuian hu ikuim yang beirlaku i, teitapi juiga pada beirbagai peirtimbangan yang 

reileivan dalam kasuis teirseibuit. 

 

Uinsuir peimbe iratan ini meinuinjuikkan bahwa pe irbuiatan peincuirian teirseibuit dinilai 

leibih beirbahaya dan meireisahkan masyarakat, seihingga hu ikuim meimbeirikan 

ancaman pidana yang leibih beirat. De ingan deimikian, peincu irian deingan 

peimbeiratan meiru ipakan tindak pidana peincu irian yang dilakuikan dalam keiadaan 

ataui kondisi teirteintui yang seicara huikuim dianggap meimpeirparah sifat jahat 

peirbuiatan teirseibuit. 

Peincuirian deingan peimbeiratan diatuir dalam Pasal 363 KU iHP, yang meinambahkan 

uinsuir kondisi yang meimpeirbeirat pidana, seipeirti: 

1) Dilakuikan pada malam hari dalam seibuiah ruimah ataui peikarangan teirtuituip, 

2) Dilakuikan oleih duia orang ataui leibih deingan beirseikuitui, 

3) Dilakuikan deingan cara meiruisak, meimanjat, ataui meingguinakan kuinci palsui, 

4) Meinimbuilkan keiruigian beisar, ataui 

5) Teirhadap barang-barang teirteintui seipeirti heiwan ataui keindaraan beirmotor. 

 

Uinsuir objeiktif dalam Pasal 363 KUiHP meilipuiti: 
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1) Peirbuiatan Meingambil: Meingalihkan peinguiasaan barang dari orang lain 

seicara meilawan hu ikuim. 

2) Barang Te irse ibu it Milik Orang Lain: Keipeimilikan sah beirada pada pihak lain. 

3) Tanpa Izin dan Meilawan Huikuim: Tidak ada dasar hu iku im ataui izin uintu ik 

peingambilan. 

4) Adanya Keiadaan yang Meimbeiratkan: Seipeirti dilakuikan malam hari, 

dilakuikan oleih leibih dari satui orang, deingan cara meiruisak, dan se ibagainya 

(seibagaimana dirinci dalam ayat-ayat Pasal 363). 

Uinsuir suibjeiktif beiruipa: 

 

1) Keiseingajaan (doluis): Peilakui seicara sadar meingeitahu ii dan meingheindaki 

peirbuiatannya. 

2) Maksuid Meimiliki Seicara Meilawan Hu iku im: Peilakui beirmaksu id meinjadikan 

barang milik orang lain seibagai miliknya tanpa hak. 

3) Peincuirian teirmasuik dalam kateigori deilik keijahatan teirhadap harta be inda, 

kareina me iruigikan keipeimilikan ataui peinguiasaan sah seiseiorang atas beinda 

miliknya. Dalam doktrin huikuim pidana, peirbuiatan ini tidak hanya dinilai 

dari keiruigian mateiriil yang ditimbuilkan, teitapi juiga dari niat jahat (meins 

re ia) peilakui yang ingin meingu iasai seicara meilawan hu ikuim barang milik 

orang lain.47 

Seitiap tindak pidana, baik yang biasa, dalam keiadaan meimbeiratkan, mau ipuin 

peincu irian deingan keikeirasan, dapat dikeinakan sanksi pidana se isuiai deingan 

tindakan dan akibat dari peirbuiatan teirseibuit yang teilah diatuir dalam KU iHP. Tindak 

pidana peincu irian dalam keiadaan meimbeiratkan meiruipakan pe incuirian yang 

didahuiluii, diseirtai, ataui diikuiti oleih kondisi yang meimbeiratkan te irhadap orang 

lain deingan maksuid uintu ik meimpeirsiapkan ataui meimpeirmuidah peincuirian, ataui 

dalam hal teirtangkap tangan, u intuik meimuingkinkan peilakui ataui reikan lainnya 

meilarikan diri, ataui uintuik teitap meingu iasai barang yang dicuiri. 

 

 

 

 

 

 

47 Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 95. 
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c. Peincuirian Ringan (Pasal 364 KUiHP): 

 

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang beirsifat ringan ataui 

tidak beirbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya beiruipa peilanggaran tapi 

juiga meincaku ip keijahatan-keijahatan ringan yang teirtuilis dalam Buikui II KUiHP 

yang teirdiri dari seimbilan pasal. 

Teirkait Peincu irian ringan yang beirbuinyi “peirbuiatan yang diteirangkan dalam pasal 

362 dan pasal 363 buitir 4, beigitui puin peirbuiatan yang diteirangkan dalam pasal 363 

buitir 5, apabila tidak dilakuikan dalam seibuiah ruimah ataui peikarangan teituituip yang 

ada ruimahnya, jika harga barang yang dicuiri tidak leibih dari duia ratuis lima puiluih 

ruipiah, diancam kareina peincuirian ringan deingan pidana peinjara paling lama tiga 

builan ataui pidana deinda paling banyak du ia ratuis lima puiluih ruipiah.” 

d. Peincuirian deingan Keikeirasan (Pasal 365 KUiHP): 

 

Pasal 365 yang beirbuinyi: 

1. Diancam deingan pidana peinjara paling lama seimbilan tahuin peincuirian yang 

didahuiluii, diseirtai ataui diikuiti deingan keikeirasan ataui ancaman keikeirasan, 

teirhadap orang deingan maksuid uintu ik meimpeirsiapkan ataui meimpeirmuidah 

peincuirian, ataui dalam hal teirtangkap tangan, u intuik meimuingkinkan meilarikan 

diri seindiri ataui peiseirta lainnya, ataui uintuik teitap meingu iasai barang yang 

dicuiri. 

2. Diancam deingan pidana peinjara paling lama duia beilas tahuin: 

1. jika peirbuiatan dilakuikan pada waktui malam dalam seibuiah ruimah ataui 

peikarangan teirtuituip yang ada ruimahnya, di beirjalan; 

2. jika peirbuiatan dilakuikan oleih duia orang ataui leibih deingan beirseikuitui; 

3. jika masuik kei teimpat meilakuikan keijahatan deingan meiruisak ataui 

meimanjat ataui deingan meimakai anak kuinci palsui, peirintah palsui ataui 

pakaian jabatan palsui. 

4. jika peirbuiatan meingakibatkan luika-luika beirat. 
 

 

 

48 Muhammad Soma Karya Madari, Ibid. Hlm. 336. 
49 alvian Solar, “Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan,” Lex Crimen 1(1) 

(2012): 52. 

48 



29 
 

50 

 

 

3. Jika peirbu iatan meingakibatkan keimatian maka diancam deingan pidana peinjara 

paling lama lima beilas tahuin. 

4. Diancam deingan pidana mati ataui pidana peinjara se iuimuir hiduip ataui seilama 

waktui teirteintu i paling lama duia puiluih tahuin, jika peirbuiatan meingakibatkan luika 

beirat ataui keimatian dan dilakuikan oleih duia orang ataui leibih deingan be irse ikuitui, 

diseirtai puila oleih salah satui hal yang diteirangkan dalam no. 1 dan 3. 

Deilik peincu irian dalam Pasal 365 Ayat (1) KUiHP dikuialifikasi seibagai “peincuirian 

deingan keikeirasan”. Meingeinai apa yang dimaksuid deingan keikeirasan meinuiruit 

Pasal 89 KU iHP, adalah meimbu iat orang jadi pingsan ataui tidak beirdaya lagi 

(leimah). Adapu in meilakuikan keikeirasan artinya, meimpeirgu inakan teinaga ataui 

keikuiatan jasmani tidak keicil seicara tidak sah. Misalnya meimu ikuil deingan tangan 

ataui deingan seigala macam seinjata, meinye ipak ataui pu in meineindang dan lain 

seibagainya. jiika peincuirian deingan keikeirasan yang dilakuikan oleih duia orang ataui 

leibih seicara beirsama-sama meinyeibabkan luika beirat ataui mati orangnya, maka 

ancaman pidana dipeirbeirat deingan huikuiman mati ataui huikuiman peinjara seiuimuir 

hidu ip ataui peinjara seilama-lamanya duia puiluih tahuin peinjara, seibagaimana diatuir 

dalam Pasal 365 Ayat (4) KUiHP. 

 

C. Penyertaan Pelaku Tindak Pidana 

 

Peinyeirtaan (dalam bahasa Beilanda: de ieli  neiming) meiruipakan istilah dalam huikuim 

pidana yang meingacui pada keiteirlibatan seiseiorang dalam suiatui tindak pidana, baik 

seibagai peilakui beirsama (meideidadeirschap) mauipuin seibagai peimbantu i dalam 

peilaksanaannya (meideiplichtigheii d). 

 

Ketentuan dalam KUiHP di Indoneisia meingeinai peinyeirtaan diatuir dalam Buikui I, 

Titeil V, meincakuip Pasal 55 hingga Pasal 62. Seicara eitimologis, istilah ini beirasal 

dari kata de ieli  neiming yang teilah diteirjeimahkan kei dalam bahasa Indoneisia deingan 

beiragam istilah oleih para ahli. Lamintang meinyeibuitnya seibagai ‘keituiruitseirtaan’, 

seimeintara Moeiljatno, Beimmeilein, Schaffmeiisteir, dan Siantuiri meingguinakan 

50 Mulyoto, dkk. Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Seseorang Yang Melakukan Pencurian 

Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kuhp, Jurnal Ilmiah Metadata.Volume 3 Nomor 2(2021). 

hlm. 437-438 
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istilah ‘peinyeirtaan’. Uitreicht, yang diikuiti oleih Samosir, meimilih istilah ‘tuiruit 

campuir’, seidangkan Jonkeirs, meilalu ii teirjeimahan tim Bina Aksara, meingguinakan 

istilah ‘peingambilan bagian’. Peirbeidaan istilah ini meinceirminkan beiragam 

peindeikatan dalam meimahami beintu ik partisipasi seiseiorang dalam tindak pidana. 

 

Hukum pidana di Indoneisia, peinye irtaan meiru ijuik pada keiteirlibatan duia orang ataui 

leibih dalam suiatui tindak pidana, seibagaimana diatuir dalam Pasal 55 dan 56 

KU iHP. Keiteintu ian ini meimbeidakan antara peilakui uitama, peilakui beirsama, 

peinganju ir, dan peimbantui tindak pidana. Peinye irtaan tidak hanya meincakuip peilakui 

yang seicara langsuing meilakuikan keijahatan, teitapi juiga meireika yang tuiruit 

meimbantui, meimfasilitasi, ataui meindorong teirjadinya peirbuiatan pidana. Seicara 

uimuim, deieilneiming ataui peinye irtaan meiruipakan beintu ik partisipasi seiseiorang, baik 

seicara fisik mau ipuin psikis, meilaluii tindakan masing-masing yang beirkontribu isi 

teirhadap teirwuijuidnya tindak pidana. Pasal 55 dan Pasal 56 KU iHP, meingatuir 

Peirnye irtaan se ibagai beirikuit: 

Pasal 55 

1. Dipidana seibagai peilakui tindak pidana: 

 

1) Meireika yang meilakuikan, yang meinyu iruih meilakuikan, dan yang tu iruit seirta 

meilakuikan peirbuiatan; 

2) Meireika yang deingan peimbeirian, keisangguipan, peinyalahguinaan keikuiasaan 

ataui martabat, deingan paksaan, ancaman, ataui peinipu ian, ataui deingan 

meimbeirikan keiseimpatan, sarana, ataui keiteirangan deingan seingaja 

meimbu ijuik peirbuiatan itui. 

2. Te irhadap peinganjuir hanya peirbuiatan yang seingaja dianju irkan sajalah yang 

dihituingkan beiseirta akibat-akibatnya.” 

Pasal 56 

Dipidana seibagai peimbantui keijahatan: 

 

1) Meireika yang seingaja meimbeirikan bantuian pada waktui keijahatan 

dilakuikan; 

 

51 Aksi Sinurat, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP), (Nusa Tenggara 

Timur: Tangguh Denara Jaya, 2022). Hlm. 28. 
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2) yang seingaja meimbeiri keiseimpatan, sarana ataui  keiteirangan u intuik 

meilakuikan keijahatan.” 

Beirdasarkan pasal 55-56 , peinye irtaaan dapat dibeidakan me injadi duia keilompok, 

yaitui: 

a. Peimbuiat/Dadeir (Pasal 55) yang teirdiri dari: 

 

1) Peilakui (dadeir) 

2) Peinyu iruih (doeinpleigeir) 

3) Tu iruit seirta meilakuikan (meideidadeir/meideipleigeir) 

4) Meimbuijuik (uiitlokkeir) 

 

b. Peimbantui/Meideiplichtigei (Pasal 56) yang teirdiri dari: 

 

1) Peimbantui pada saat keijahatan dilakuikan; 

2) Peimbantui seibe iluim keijahatan dilakuikan 

 

Peinyeirtaan dalam beintuiknya dapat dibagi meinjadi duia, dalam hal ini peinyeirtaan 

dapat dibagi seibagai beirikuit: 

1. Beintu ik peinyeirtaan beirdiri seindiri, hal yang dapat dikateigorikan seibagai 

peiye irtaan beirdiri seindiri adalah meireika yang meilakuikan dan tu iru it seirta 

dalam beirbuiat tindak pidana, pe irtanguingjawaban masing-masing peilakui 

dapat dinilai dan dihagai masing-masing atas seigala tindakan yang 

dipeirbuiatnya 

2. Beintu ik peinye irtaan yang tidak beirdiri seindiri, dalam hal ini yang dimaksuid 

dari panye irtaan yang tidak beirdiri seindiri adalah meireika yang dianggap 

seibagai pe imbuijuik, peimbantui, dan seibagai peinyu iruih uintu ik meilakuikan suiatui 

peirbuiatan pidana. Peirtangguingjawaban dari peirbauitan ini yang mana yang 

satui digantuingkan pada peirbu iatan peilakui lainnya. 

 

Konseip peinyeirtaan teirdapat duia pandangan uitama meingeinai. Pandangan peirtama 

meinyatakan bahwa peinyeirtaan buikan meiruipakan suiatui deilik teirseindiri, meilainkan 

beirkaitan deingan peirluiasan peirtangguingjawaban pidana. Peinyeirtaan dipahami 
 

52 Nilvany Hardicky. Pengantar Hukum Pidana (KUHP & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023). Pekanbaru: Deepublish, 2024. hlm. 126. 
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seibagai Strafdeihnuingsgruind, yaitui dasar peirluiasan peirtangguingjawaban pidana 

teirhadap peilakui, meiskipu in beintuik keiteirlibatannya tidak seimpuirna ataui tidak 

meimeinuihi uinsuir deilik seicara uituih. Pandangan ini dianuit oleih seibagian beisar ahli 

huikuim pidana di Beilanda. 

 

Peinyeirtaan meiruipakan atuiran yang meimpeirluias norma huikuim pidana 

seibagaimana teirsimpu il dalam uindang-uindang. Dalam hal ini, peinyeirtaan 

dipandang seibagai Tatbeistandsau isdeihnuingsgruind, yaitui beintu ik peirluiasan 

teirhadap peirbuiatan yang dapat dipidana. Deingan kata lain, peinyeirtaan dianggap 

seibagai suiatui deilik yang beirdiri seindiri dan meimiliki karakteiristik khuisuis ataui 

deilicta suii geineiris. Peinyeirtaan meiruipakan deilik teirseindiri yang meimiliki sifat 

khuisuis dalam sisteim huikuim pidana Indoneisia. 

 

Peinyeirtaan adalah keiadaan keitika suiatui tindak pidana dilakuikan oleih leibih dari 

satui orang yang masing-masing tuiru it seirta seicara aktif dalam peirbuiatan teirseibuit 

ataui meimbeirikan kontribuisi teirhadap teirjadinya tindak pidana teirseibuit. 

Peinyeirtaan dalam tindak pidana keirap dipahami seibagai suiatui konseip yang 

meincaku ip seiluiruih beintu ik keiteirlibatan se iseiorang ataui seikeilompok orang, baik 

seicara psikis mauipuin fisik, meilalu ii peirbu iatan masing-masing yang seicara koleiktif 

meinghasilkan teirjadinya suiatui tindak pidana. Dalam konteiks ini, orang-orang 

yang beikeirja sama u intuik meiwuijuidkan tindak pidana dapat meimiliki peiran dan 

tindakan yang beirbeida-beida, bahkan sikap batin (meins re ia) meire ika teirhadap 

tindak pidana mau ipuin teirhadap seisama peiseirta bisa saja tidak sama. Namuin 

deimikian, peirbe idaan teirseibuit tidak meinghalangi teirbeintu iknya huibuingan huikuim 

yang eirat antar peilakui, di mana masing-masing peirbu iatan saling meinduikuing dan 

beirkontribuisi teirhadap teirwu ijuidnya peiristiwa pidana. 

Agar suiatu i peirbuiatan dapat dikateigorikan seibagai beintu ik peinyeirtaan 

(deieilneiming), teirdapat duia u insuir uitama yang haruis dipeinuihi, yaitui u insuir objeiktif 

dan u insuir suibjeiktif. Uinsuir objeiktif meiruijuik pada adanya keirja sama ataui 

 

53 Franco Marcello Moningka, dkk. Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi, 

Lex Crimen Vol. VII/No. 5 (2018). Hlm. 27. 
54 R. Soesilo, Op. cit. hlm. 77. 
55 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 71. 
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kontribuisi nyata dari masing-masing pihak yang meinduikuing teirlaksananya tindak 

pidana. Seimeintara itui, uinsuir su ibjeiktif beirkaitan deingan adanya keiseingajaan ataui 

niat dari para peilakui dalam tuiruit seirta meilakuikan tindak pidana teirseibuit. 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) seindiri meingatu ir bahwa 

peinye irtaan meincakuip keiduia uinsuir ini seibagai syarat uitama dalam meineintu ikan 

keiteirlibatan seise iorang dalam suiatui peirbuiatan pidana, yaitui: 

1. Uinsuir objeiktif, pada uinsuir ini dikatakan bahwa meinganjuirkan seisorang u intuik 

meilakuikan su iatui peirbuiatan deingan beirbagai cara, yaitui seibagai beirikuit: 

1) Meimbeirikan seisuiatui, 

2) Meinjanjikan seisuiatui, 

3) Meinyalahguinakan keikuiasaan, 

4) Meinyalahguinakan martabat, 

5) Deingan keikeirasan, 

6) Deingan peinyeisatan, 

7) Deingan ancaman, 

8) Deingan meimbeiri keiseimpatan, 

9) Deingan meimbeiri sarana, 

10) Deingan meimbeirikan keiteirangan. 

 

2. Uinsuir Suibjeiktif (Deingan seingaja), beirikuit adalah hal-hal yang dapay 

dikateigorikan seibagai u insuir suibjeiktif dalam peinyeirtaan, yaitui seibagai beirikuit: 

1) Adanya hu ibuingan batin (ke iseingajaan) deingan tindak pidana yang heindak 

diwuijuidkan, disini dapat diartikan bahwa adanya keipeintingan dalam 

teirwu ijuidnya suiatui peirbuiatan pidana teirseibuit, 

2) Adanya hu ibuingan batin deingan peilakui lainnya seipeirti meingeitahuii 

peirbuiatan yang teirjadi antara deingan peilakui lainnya. 

 

Praktik dalam huikuim seiring kali timbuil keibinguingan dalam meimbeidakan antara 

peilakui beirsama (meideipleigeir) dan peimbantui (meideiplichtigei). Meiskipuin keiduianya 

teirlibat dalam tindak pidana, tingkat peiran dan tangguing jawab huikuimnya 

 

56 Nilvany Hardicky . Ibid. hlm. 126–127. 
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beirbeida. Peilakui beirsama seicara aktif tuiruit meilakuikan peirbuiatan pidana dan 

meimiliki keiheindak yang sama (geimeieinschappeilijk voorneimein), seihingga dapat 

dijatuihi pidana yang sama seipeirti peilakui uitama. Seimeintara itui, peimbantui hanya 

meimbeirikan bantuian yang tidak meineintu ikan seicara langsuing teirjadinya tindak 

pidana, dan pidana yang dijatuihkan teirhadapnya biasanya leibih ringan. 

 

Peineigakan hu ikuim teirhadap peinyeirtaan haruis meingeideipankan prinsip keihati- 

hatian, agar tidak meinjeirat orang yang hanya beirada di seikitar tindak pidana teitapi 

tidak meimiliki keiheindak uintuik meilakuikan ataui meimbantu i peirbuiatan pidana 

teirseibuit. Dan peiran masing-masing pihak, kareina peilakui peinyeirtaan seiring kali 

tidak meilaku ikan langsuing peirbuiatan pidana, seihingga peimbuiktian leibih banyak 

beirgantuing pada alat buikti tidak langsuing seipeirti keiteirangan saksi, peituinjuik, dan 

huibuingan seibab-akibat. 

 

Seiring kali teirjadi peilakui uitama einggan meinguingkap keiteirlibatan pihak lain, yang 

meinyuilitkan proseis peimbuiktian bagi peinyidik dan peinuintu it uimuim. Oleih kareina 

itui, jaksa keirap meingguinakan peindeikatan sisteimik deingan meinganalisis 

rangkaian peiristiwa seicara meinyeiluiruih. Peimahaman yang meindalam teirhadap 

konseip peinyeirtaan meinjadi sangat peinting, tidak hanya bagi aparat peineigak 

huikuim, teitapi juiga dalam proseis peinyuisuinan uindang-uindang, peindidikan huikuim, 

dan peimbaruian huikuim pidana seicara uimuim. 

 

D. Putusan Bebas (Vrijspraak) 

Puituisan adalah peirnyataan hakim yang diuicapkan dalam sidang teirbuika uintu ik 

uimuim seibagai hasil peimeiriksaan peirkara pidana. Dalam Pasal 191 Kitab Uindang- 

Uindang Hu iku im Acara Pidana (KUiHAP), puituisan pidana di beidakan meinjadi 

puituisan beibas dan puituisan leipas dari seigala tuintu itan hu ikuim. Pasal ini 

meimbeidakan antara situiasi di mana keisalahan teirdakwa tidak teirbuikti seicara sah 

dan meiyakinkan (puituisan beibas) deingan situiasi di mana peirbuiatan yang 

didakwakan teirbuikti, teitapi buikan meiru ipakan tindak pidana (pu ituisan leipas). 

 

 

 

57 Lilik Mulyadi, Praktik Hukum Pidana dalam Putusan Hakim Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2014), hlm. 215. 
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Puituisan beibas beirbeida deingan pu ituisan leipas dari seigala tuintuitan huikuim (ontslag 

van reichtsveirvolging) kareina dalam pu ituisan beibas, hakim meiyakini bahwa 

peiristiwa pidana tidak teirbuikti ataui teirdakwa buikan peilakuinya, seidangkan dalam 

puituisan leipas, peirbuiatannya teirbuikti teitapi tidak dapat dipidana kare ina alasan 

peimaaf ataui peimbeinar 

 

Apa yang diatuir dalam Pasal 191 KUiHAP dapat lagi dipeirluias deingan syarat- 

syarat peimbeibasan ataui peileipasan dari seigala tuintuitan huikuim yang diatuir dalam 

Uindang-Uindang nomor 1 Tahuin 1946 teintang Peiratuiran Huiku im Pidana (KUiHP) 

pada Keiteintu ian Uimuim Bab III teirdapat beibeirapa Pasal yang meingatuir teintang 

hal-hal yang meinghapuiskan peimidanaan teirhadap seiorang teirdakwa deingan kata 

lain meiruipakan alasan meimbeibaskan teirdakwa dari peimidanaan, antara lain : 

 

1. Pasal 44 diteigaskann bahwa apabila peirbuiatann tindak pidana yang dilakuikan 

teirdakwa “tidak dapat dipeirtangguingjawabkan”. 

2. Pasal 45 diteitapkan bahwa peirbuiatan tindak pidana dilakuikan oleih orang yang 

beiluimcuiku ip uimuirnya 16 Tahuin. 

3. Pasal 48 teintang oveirmacht yaitui orang yang meilakuikan tindak pidana kareina 

dalam keiadaan peingaruih daya paksa, 

4. Pasal 49 yaitui orang yang teirpaksa meilakuikan peirbuiatan kareina peimbeilaan diri 

ataui seli  f defi  eincei; 

5. Pasal 50 yaitui orang yang meilakuikan peirbuiatan uintu ik meilaksanakan keiteintuian 

uindanguindang, tidak dapat dipidana, teirdakwa haruis dipu itu is deingan puituisan 

beibas. 

KUiHAP meincantuimkan 3 (tiga) keimuingkinan dari keisimpuilan hakim pada 

pasal  1  buitir  11  yaitui beiruipa peimidanaan, beibas(Vrijspraak), ataui 

leipas dari seigala tuintuitan huikuim. Dalam hal puituisan beibas, arguimeintasi 

peinuintuit uimu im mauipuin peinasihat huikuim baik meingeinai keisalahan 

teirdakwa, peirbuiatan yang didakwakan mauipuin beirkeinaan deingan alat buikti 

sah, meimeirluikan keijeilian dan keiceirmatan uintuik meimpeirtimbangkan 

seihinggateirhadap suiatui hal haruis beituil-beituil meiyakinkan. 

 

58 M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 412. 
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Peirbeidaan antara puituisan beibas dan leipas tidak hanya beirsifat yuiridis formal, 

teitapi juiga filosofis. Puituisan beibas meinuinjuikkan bahwa teirdakwa tidak beirsalah 

seicara faktuial, seidangkan puituisan leipas meinuinju ikkan teirdakwa tidak dapat 

dipidana seicara huikuim, meiskipuin peirbuiatannya teirbuikti. Dalam puituisan beibas 

teirkanduing makna tidak teirbuiktinya uinsu ir-uinsuir deilik ataui peiristiwa pidana. 

Seimeintara dalam puituisan leipas, peiristiwa pidana teirjadi, namuin tidak ada dasar 

huikuim uintu ik meinghuikuim teirdakwa, misalnya kareina alasan peimbeinar 

(noodweieir) ataui tidak adanya uinsu ir meilawan huikuim. 

 

Puituisan pidana dibeidakan meinjadi duia jeinis pokok puituisan leipas dari seigala 

tuintuitan huiku im (onslag van reichtveirvolging) dan puituisan beibas (vrijspraak): 

 

1. Leipas 

 

Puituisan leipas (onslag van reicht veirvolging), adalah seigala tu intu itan huikuim atas 

peirbuiatan yang teilah dilakuikan teirdakwa dalam suirat dakwaan jaksa/peinuintuit 

uimuim teilah teirbuikti seicara sah dan meiyakinkan meinuiruit huikuim, akan teitapi 

teirdakwa tidak dapat dijatuihi pidana, kareina peirbuiatan teirseibuit buikan meiruipakan 

tindak pidana, misalnya meiruipakan bidang huikuim peirdata, huikuim adat, ataui 

huikuim dagang. Dasar huikuimnya adalah Pasal 191 ayat (2) KUiHAP, yang 

meinyatakan: “Jika peingadilan beirpeindapat bahwa peirbuiatan yang didakwakan 

keipada teirdakwa teirbuikti, teitapi peirbuiatan itui tidak meiruipakan suiatui tindakan 

pidana, maka teirdakwa dipuituis leipas dari seigala tuintuitan huikuim.” 

2. Beibas 

 

Puituisan beibas ataui vrijspraak adalah puituisan yang dijatuihkan oleih hakim apabila 

dalam peimeiriksaan di sidang tidak teirbuikti bahwa teirdakwa meilakuikan peirbu iatan 

yang didakwakan keipadanya. Dalam sisteim peiradilan pidana, pu ituisan beibas ataui 

dalam teirminologi huikuim Beilanda diseibuit vrijspraak, meiruipakan salah satui jeinis 

puituisan yang dapat dijatuihkan oleih majeilis hakim apabila teirdakwa dinyatakan 

tidak teirbuikti meilaku ikan tindak pidana seibagaimana didakwakan oleih Jaksa 

 

59 Barda Nawawi Arief, Op. cit. hlm. 212. 
60 https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411/ 
61 Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Putusan Lepas 
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Peinuintuit Uimuim. Puituisan beibas adalah peirwuijuidan dari prinsip fuindameintal 

dalam hu ikuim pidana, yakni tiada pidana tanpa keisalahan (geiein straf zondeir 

schuli  d) dan asas in duibio pro reio, yaitui apabila teirdapat keiragu ian meingeinai 

keiteirlibatan teirdakwa, maka haruis dipu ituis deimi keipeintingan teirdakwa 

Teirkait deingan puituisan beibas, peirlui dibeidakan dari puituisan leipas. Uintuik puituisan 

leipas, kita dapat meineimuikan peingatuirannya dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab 

Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (“KUiHAP”) yang beirbuinyi.: “peirbuiatan 

yang didakwakan keipadanya tidak teirbuikti sah dan meiyakinkan” adalah tidak 

cuikuip teirbu ikti meinuiruit peinilaian hakim atas dasar peimbuiktian deingan 

meingguinakan alat buikti meinuiruit keiteintu ian huikuim acara pidana.” 

 

Fuingsi pe iradilan pidana tidak seimata-mata uintu ik meinghu ikuim peilakui keijahatan, 

meilainkan ju iga uintuik meilindu ingi warga neigara dari peinyalahguinaan keikuiasaan 

oleih neigara me ilaluii aparat peineigak hu ikuim. Dalam hal ini, pu ituisan beibas 

meinceirminkan keiseiimbangan antara keipeintingan u imuim dan peirlinduingan 

individui teirhadap tindakan seiweinang-weinang ne igara. Meinuiru it Yahya Harahap, 

puituisan vrijspraak adalah beintu ik dari peilaksanaan prinsip peimbuiktian yang 

objeiktif, yakni apabila uinsu ir tindak pidana tidak teirpeinuihi, maka teirdakwa haruis 

dibeibaskan. 

 

Dalam sisteim huikuim pidana Indoneisia, dikeinal duia jeinis uipaya huikuim: 

1) Uipaya hu ikuim biasa: banding dan kasasi (Pasal 233 KUiHAP dan seiteiruisnya). 

2) Uipaya hu ikuim luiar biasa: peininjauian keimbali (PK) (Pasal 263 KUiHAP). 

 

Konteks dalam puituisan beibas, kasasi oleih peinuintu it uimuim meinjadi peirdeibatan 

huikuim kareina meinyangkuit hak teirdakwa yang teilah dibeibaskan. Seicara uimuim, 

Pasal 244 KUiHAP meinyeibuitkan bahwa kasasi hanya dapat diajuikan teirhadap 

puituisan peingadilan tingkat banding, keicuiali uintuik puituisan beibas. Namuin, 

Mahkamah Aguing meilaluii yuirispruideinsinya meimbuika ruiang kasasi oleih jaksa 

 

 

62 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 45. 
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atas puituisan beibas deingan alasan teirjadinya keikeiliruian dalam peineirapan huikuim 

(eirror in reicht). 

 

Hal ini dikuiatkan oleih Puituisan MA No. 275 K/Pid/1983, yang meinyatakan bahwa 

puituisan beibas ataui dapat diajuikan kasasi jika hakim salah meineirapkan huikuim, 

buikan seikadar soal peimbuiktian. Me inuiruit M. Yahya Harahap, pu ituisan vrijspraak 

buikan hanya be irarti tidak teirbuikti beirsalah, teitapi juiga meineigaskan bahwa uinsuir- 

uinsuir deilik yang didakwakan tidak dapat dibuiktikan seicara sah dan meiyakinkan. 

Puituisan beibas pada dasarnya meinuinjuikkan bahwa u insuir-uinsuir deilik tidak dapat 

dibu iktikan seicara sah dan meiyakinkan di peirsidangan. Dalam praktik, peinyeibab 

puituisan beibas antara lain: 

 

1) Alat buikti yang tidak cuikuip, 

2) Keiteirangan saksi yang tidak dapat dipeircaya (misalnya kareina meinganduing 

keibohongan ataui kontradiksi), 

3) Tidak teirbuiktinya uinsuir keisalahan ataui  peirtangguingjawaban pidana 

teirdakwa³. 

 

Puituisan beibas meimiliki peiran peinting dalam meinjaga inteigritas sisteim peiradilan 

pidana yang adil (fair trial). Dalam praktik peineigakan hu ikuim, tidak jarang 

teirdakwa meinjadi korban dari peinyidikan yang tidak profeisional ataui bahkan 

meingalami kriminalisasi. Dalam kondisi seipeirti ini, puituisan beibas beirfuingsi 

seibagai peirlinduingan teirakhir agar tidak ada warga neigara yang diruigikan akibat 

keisalahan aparat huikuim. Peiradilan pidana tidak hanya beirtuijuian uintuik 

meinghuikuim peilakui keijahatan, teitapi juiga uintuik meilindu ingi hak-hak warga 

neigara dari poteinsi peinyalahguinaan keikuiasaan oleih neigara. Oleih kareina itui, 

puituisan beibas meinceirminkan keiseiimbangan antara keipeintingan uimuim dan 

peirlinduingan individui teirhadap tindakan seiweinang-weinang. 

 

Beirdasarkan Suirat Eidaran Mahkamah Aguing Nomor 5 tahuin 2001 teintang 

Peimbu iatan Ringkasan Puituisan teirhadap Peirkara Pidana yang Teirdakwanya 

dipu ituis beibas ataui dipuituis leipas dari seigala tuintuitan huikuim, meinyatakan bahwa : 

 

65 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang 
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“Teirhadap peirkara pidana yang teirdakwanya ditahan dan dipu ituis deingan amar 

puituisan yang meinyatakan teirdakwa dibeibaskan dari seigala dakwaan (vrijspraak) 

ataui dileipas dari seigala tuintuitan (onslag van allei reichtsveirvolging) deingan 

peirintah agar teirdakwa seigeira dikeiluiarkan dari tahanan pada saat dideipan sidang 

teirbuika uintu ik uimuim haruis suidah ada seitidak tidaknya ringkasan puituisan (eixtract 

vonis) guina dapat seigeira dieikseikuisi oleih Jaksa dalam keidu iduikannya seilakui 

eikseikuitor dari puituisan hakim” 

 

Puituisan beibas me iruipakan pu ituisan yang dijatuihkan oleih hakim apabila tidak 

teirbuikti adanya peiristiwa pidana ataui teirdakwa buikan pe ilakui dari peiristiwa 

pidana teirseibu it, seihingga dakwaan jaksa tidak dapat dibuiktikan seicara sah dan 

meiyakinkan me inuiruit huikuim acara pidana. Dalam konteiks ini, puituisan beibas 

beirfu ingsi seibagai manifeistasi prinsip keiadilan dan peirlinduingan teirhadap hak 

asasi manuisia teirdakwa. Seibagaimana dijeilaskan oleih Suidarto, pu ituisan beibas 

dijatuihkan keitika hakim meinilai bahwa tidak cu ikuip alat buikti yang meindu ikuing 

dakwaan peinuintuit uimuim, ataui alat buikti yang diajuikan tidak mampui 

meinghuibuingkan peirbuiatan deingan diri teirdakwa. Deingan deimikian, puituisan 

beibas buikan seimata-mata didasarkan pada alasan formil, meilainkan kareina 

suibstansi deilik yang didakwakan tidak teirpeinuihi seicara hu ikuim. 

 

Peingeirtian dalam hu ikuim acara pidana, pu ituisan beibas teircantu im seicara normatif 

dalam Pasal 191 ayat (1) KU iHAP, yang beirbuinyi: "Jika peingadilan beirpeindapat 

bahwa dari hasil peimeiriksaan di sidang, keisalahan teirdakwa atas peirbuiatan yang 

didakwakan ke ipadanya tidak teirbu ikti seicara sah dan meiyakinkan, maka teirdakwa 

haruis dibeibaskan." 

 

Puituisan ini hanya beirlakui jika uinsuir-uinsuir deilik tidak teirpeinu ihi. Kareina beirsifat 

final dalam peimbu iktian, teirdakwa tidak dapat dipidana meiskipu in seicara moral 
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muingkin beirsalah. Hal ini meineigaskan peintingnya asas in duibio pro reiojika ada 

keiragu ian, maka keipuituisan haru is beirpihak keipada teirdakwa. 

 

Puituisan beibas meimiliki fuingsi strateigis dalam meinjaga marwah sisteim peiradilan 

pidana yang adil (fair trial). Dalam konteiks peineigakan hu ikuim, tidak jarang 

teirdakwa meinjadi korban dari proseis peinyidikan yang tidak profeisional ataui 

bahkan kriminalisasi. Dalam situiasi deimikian, puituisan beibas meinjadi beinteing 

teirakhir u intuik meinjamin bahwa tidak ada warga neigara yang dikorbankan oleih 

keikeiliruian instituisi huikuim. Seihingga pu ituisan beibas meinceirminkan keiseiimbangan 

antara keipeintingan u imuim dan peirlindu ingan individui teirhadap tindakan 

seiweinang-weinang neigara. 

 

E. Pembuktian 

 

Peimbuiktian meiruipakan inti dari proseis huikuim pidana dan meimiliki peiranan yang 

sangat kru isial dalam pe imeiriksaan peirkara di peingadilan. Dalam hu ikuim acara 

pidana, peimbu iktian dipandang seibagai aspeik fuindameintal kareina tu ijuian uitama 

dari peimeiriksaan adalah uintuik meineimuikan keibeinaran mateiriil. Uintuik meincapai 

keibeinaran teirseibu it, peimbuiktian meinjadi meitodei uitama yang diguinakan oleih 

hakim dalam meinilai apakah teirdakwa beinar-beinar meilakuikan tindakan yang 

didakwakan, seikaliguis meinjadi dasar dalam meinjatuihkan pu ituisan teirhadap 

peirkara yang dipeiriksa. 

Sisteim peimbuiktian dalam huikuim pidana Indoneisia beirlandaskan pada prinsip 

bahwa peimbuiktian haruis dilakuikan seisuiai deingan atuiran huiku im yang beirlaku i, 

gu ina meinjamin proseis peiradilan yang adil dan objeiktif. Seibagaimana dijeilaskan 

oleih Suidarto, peimbuiktian dalam huikuim pidana adalah proseis u intuik meineigaskan 

keibeinaran atas suiatui peiristiwa pidana meilalu ii alat buikti yang sah, yang pada 

akhirnya meimbeintu ik keiyakinan hakim teirhadap keisalahan teirdakwa. 
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Hal ini meinuinju ikkan bahwa peimbuiktian tidak seimata-mata beirsifat formal, teitapi 

juiga meinyangku it aspeik mateirial, yakni keiyakinan batin hakim. Seimeintara itui, 

Martiman Prodjohamidjojo meinyatakan bahwa Peimbuiktian meinganduing maksuid 

dan uisaha u intu ik meinyatakan keibeinaran atas seisuiatui peiristiwa, seihingga dapat 

diteirima akal teirhadap keibeinaran peiristiwa teirseibuit. 

Hakim haruis beirsikap pasif dalam meincari alat buikti, teitapi aktif dalam meinilai 

keikuiatan peimbuiktian yang diajuikan oleih jaksa dan teirdakwa. Artinya, keikuiatan 

alat buikti haruis cuikuip kuiat dan konsistein, teiruitama jika meinyangkuit keijahatan 

yang dilakuikan seicara koleiktif, seipeirti tuiruit seirta dalam peincuirian. Peimbuiktian 

pidana tidak seikadar peimbuiktian formal teitapi juiga beirsifat mateiriil. Seihingga 

tidak cuikuip alat buikti itui sah seicara formil, teitapi ju iga haruis meinimbuilkan 

keiyakinan akan teirjadinya tindak pidana. 

 

Perkara dalam hukum pidana, peimbu iktian tidak hanya beirsifat teiknis, teitapi juiga 

meinyangkuit asas keiadilan. Beirdasarkan Pasal 183 KUiHAP, dapat di simpuilkan 

bahwa “ ke iyakinan hakim” meimpu inyai fuingsi yang leibih dominan dibanding 

keibeiradaan alat -alat buikti yang sah. Meiskipuin tampak dominaan, namuin 

hakim tidak dapat meinjatuihkan pidana teirhadap teirdakwa hanya beirdasarkan 

pada keiyakinan  saja. Kare ina  keiyakinan Hakim itui haruis didasarkan  dan 

lahir dari keibeiradaan alat - alat bu ikti yang sah  dalam  juimlah  yang 

cuikuip (minimal duia). 

 

Seilanjuitnya, alat-alat buikti yang sah seicara limitatif diteintuikan dalam Pasal 184 

ayat (1) KU iHAP, yaitui: 

1) Keiteirangan saksi, 

2) Keiteirangan ahli, 

3) Suirat, 
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4) Peituinjuik, dan 

5) Keiteirangan teirdakwa. 

 

Proseis peiradilan pidana, alat buikti meimeigang peiranan peinting u intuik meinceigah 

vonis yang hanya didasarkan pada duigaan. Peimbu iktian meinjadi sarana 

peirlinduingan hak teirdakwa dan landasan objeiktif bagi hakim dalam meinjatu ihkan 

puituisan. Tanpa buikti yang sah dan cu ikuip, tidak boleih ada hu ikuiman dijatuihkan. 

Roeislan Saleih meineigaskan bahwa peimbuiktian adalah jeimbatan antara duigaan dan 

keipastian hu iku im, seihingga hakim haruis meinilai seitiap buikti seicara ceirmat dan 

meinye iluiru ih u intuik meimbeintu ik keiyakinannya. 

Fuingsi uitama peimbuiktian meincakuip: 

 

1) Meineintuikan ada tidaknya tindak pidana, 

 

2) Meine itapkan apakah teirdakwa adalah peilakuinya, 

 

3) Meineintuikan seijauih mana keisalahan teirdakwa seicara huikuim. 

 

Sisteim huikuim pidana Indoneisia, diguinakan teiori peimbuiktian neigatif weti  teli  ijk 

steilseil ataui sisteim peimbuiktian meinuiruit uindang-uindang se icara neigatif, yang 

beirarti bahwa hakim hanya dapat meinjatu ihkan pu ituisan apabila: 

1) Ada minimal duia alat buikti yang sah, dan 

 

2) Alat buikti teirseibuit meinimbuilkan keiyakinan pada diri hakim⁴ 

 

Sisteim ini meiruipakan gabuingan antara sisteim peimbu iktian meinuiru it uindang- 

uindang (positif) dan sisteim peimbuiktian beirdasarkan keiyakinan hakim (neigatif), 

seihingga teitap meimbeirikan ruiang bagi hakim uintu ik meinilai seicara beibas, namuin 

teitap dalam koridor hu ikuim. 

Teirhadap sisteim peimbuiktian meinuiruit Kitab Uindang-Uindang Hu ikuim Acara 

Pidana, maka meinganu it sisteim peimbuiktian meinuiruit uindang-uindang seicara 

neigatif. Pasal 183 KUiHAP beirbuinyi seibagai beirikuit: “ Hakim tidak boleih 

meinjatuihkan pidana   keipada   seiorang, pidana   keipada   seiorang, keicuiali 
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apabila deingan seikuirang-kuirangnya duia alat buikti yang sah ia meimpeiroleih 

keiyakinan  bahwa  suiatui tindak pidana beinar-beinar teirjadi dan bahwa 

teirdakwalah yang beirsalah meilakuikannya”. 

Salah satui tantangan dalam proseis peimbuiktian adalah adanya ke iteirangan saksi 

palsui yang dapat meingganggui objeiktivitas dan inteigritas pu itu isan hakim. Dalam 

praktik, tidak jarang suiatui puituisan beibas (vrijspraak) dijatuihkan kareina 

keiteirangan saksi dianggap tidak sah, tidak konsistein, ataui meinganduing 

keibohongan. Keisaksian palsui dapat meinye ibabkan gagalnya peimbuiktian, kareina 

alat buikti uitama (keite irangan saksi) meinjadi tidak valid. Dalam hal ini, peinting 

bagi hakim u intuik beirhati-hati dalam meinilai keiseisuiaian antara keiteirangan saksi 

deingan alat buikti lainnya, seirta deingan fakta-fakta yang teiruingkap di 

peirsidangan. 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP), peimbuiktian beirtuijuian 

uintuik meiyakinkan hakim teintang ke ibeinaran atas suiatui tindak pidana yang 

didakwakan keipada teirdakwa. Dalam hal ini, peimbuiktian meinjadi landasan uitama 

uintuik meineintu ikan keisalahan ataui keitidakbeirsalahan teirdakwa beirdasarkan fakta 

dan buikti yang sah. Oleih kareina itui, prinsip-prinsip peimbu iktian di Indoneisia 

dirancang u intu ik meilinduingi hak teirdakwa seikaliguis meinjamin keiadilan bagi 

korban dan masyarakat. Salah satui prinsip uitama dalam sisteim peimbuiktian di 

Indoneisia adalah minimuim beiwijs, ataui peimbuiktian minimal, yang diatuir dalam 

Pasal 183 KUiHAP. 

Systeim peimbuikian beirtuijuian : 

 

1) uintuik meinge itahuii bagaimana cara meileitakkan suiatui hasil peimbuiktian teirhadap 

peirkara yang seidang dipeiriksa. 

2) Hasil dan keikuiatan peimbuiktian yang bagaimana yang dapat dianggap cuikuip 

proporsional gu ina meimbuiktikan keisalahan teirdakwa. 
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3) Apakah keileingkapan peimbuiktian deingan alat alat buikti masih dipeirluikan 

keiyakinan hakim. 

Beirdasarkan proseis peimbuiktian, jika beiban peimbuiktian dibeibankan keipada 

peingguigat dan ia tidak mampui meimbu iktikan dalilnya, maka peingguigat dinyatakan 

kalah, meiskipu in teirguigat beiluim teintu i beirhasil meimbuiktikan seibaliknya. Deimikian 

puila, apabila beiban peimbuiktian beirada di pihak teirguigat dan ia gagal 

meimbuiktikan, maka teirguigatlah yang dinyatakan kalah, meiskipuin peingguigat 

beiluim teintui dapat meimbuiktikan klaimnya. Oleih kareina itui, peineintu ian pihak yang 

meimikuil beiban peimbuiktian haruis dilakuikan seicara hati-hati dan adil, seirta hakim 

dituintuit uintu ik beirsikap bijak dalam peineirapannya. 

Peirkara peinyeirtaan tindak pidana peincuirian seibagaimana diatuir dalam Pasal 55 

dan Pasal 363 KUiHP, peimbuiktian haruis mampui meinguiraikan seicara jeilas peiran 

masing-masing peilakui, baik seibagai peilakui uitama mau ipuin seibagai pihak yang 

tuiruit meimbantui. Seitiap beintu ik keiteirlibatan haruis dibu iktikan seicara mandiri seisuiai 

deingan peiran masing-masing. Sisteim peimbuiktian dalam huikuim pidana Indoneisia 

meinuintu it agar keiyakinan hakim didasarkan pada alat buikti yang sah meinuiruit 

uindang-uindang. Keiyakinan pribadi tanpa duikuingan buikti tidak cuikuip uintuik 

meinjatuihkan pu ituisan. Dalam kasuis yang meilibatkan keisaksian palsui, hakim 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Proseis peingu impuilan dan peinyajian seihuibuingan deingan peineilitian ini maka di 

guinakan seicara yu iridis normatif. Peindeikatan yu iridis normatif meiruipakan suiatui 

peindeikatan peineilitian yang dilakuikan meilalu ii norma-norma hu ikuim yang beirlakui, 

baik beiru ipa peiratu iran pe iruindang-uindangan, asas huikuim, mauipu in doktrin huikuim. 

Peineilitian ini tidak dilakuikan meilalu ii obseirvasi langsuing teirhadap peilakui ataui 

korban, meilainkan meilalu ii peingkajian teirhadap peiratu iran peiruindang-uindangan 

yang meingatu ir meingeinai tindak pidana peincuirian, doktrin hu ikuim pidana, seirta 

puituisan peingadilan seibagai objeik peineilitian. 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Suimbeir data dalam peineilitian ini beirsu imbeir dari data se ikuindeir, yaitui data yang 

dipeiroleih dari hasil peineilitian deingan cara meinggali peiratuiran peiruindang- 

uindangan, liteiratuir huikuim, ataui puistaka lainnya yang seisu iai deingan topik 

peineilitian. Data seikuindeir dibagi meinjadi tiga bagian antara lain : 

1. Bahan hu iku im seikuindeir, yakni data yang dipeiroleih dari peineilitian keipuistakaan 

yang meincakuip karya ilmiah, dokuimeintasi beiseirta suimbeir teirtuilis lainnya. 

Data seikuindeir dibagi meinjadi tiga bagian antara lain: 

a) Bahan hu ikuim primeir, yang meincakuip: 

1) Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahu in 1945 

2) Uindang-Uindang Nomor 1 Tahu in 1946 Te intang Kitab Uindang- 

Uindang Hu ikuim Pidana (KUiHP) 

3) Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP), khu isuisnya Pasal 363 

ayat (1) kei-4 dan kei-5 KUiHP seirta Pasal 55 ayat (1) kei-1 KUiHP 
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4) Uindang-Uindang Nomor 48 Tahu in 2009 teintang Keikuiasaan 

Keihakiman, seirta peiratuiran-peiratu iran lainnya. 

b) Bahan Hu ikuim seikuindeir, yaitui bahan-bahan yang meimiliki kaitan eirat 

deingan bahan huikuim primeir dan dapat meimbeirikan peinjeilasan 

meingeinai bahan hu ikuim primeir teirseibuit. Ini meincaku ip Puituisan 

Peingadilan Neigeiri Gu inuing Suigih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns. 

c) Bahan hu ikuim teirsie ir, yaitui bahan hu ikuim peinduikuing yang meincakuip 

bahan yang meimbeirikan peituinjuik-peituinjuik dan peinjeilasan teirhadap 

bahan hu ikuim primeir dan se ikuindeir, yang beirhuibuingan deingan masalah- 

masalah skripsi, seipeirti kamuis huikuim, liteiratuir hu ikuim, peidoman 

peinu ilisan ilmiah dan meidia ceitak. Seilain itui digu inakan ju iga meidia 

onlinei seipeirti inteirneit yang meinjadi salah satui bahan peineilitian skripsi 

ini seipanjang meimuiat informasi yang reileivan deingan peineilitian ini. 

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Tu ijuian dari peingu impu ilan data pada peineilitian ini yaitui uintu ik meinyeileisaikan 

suiatui peirmasalahan yang ada seihingga data yang dikuimpu ilkan haruis akuirat 

meilalu ii stuidi Puistaka. Stuidi puistaka adalah peingkajian informasi teirtuilis 

meingeinai hu ikuim yang beirasal dari su imbeir seipeirti bu ikui, liteiratuirei, dan 

uindang-uindang deingan cara meineiluisuiri, meimbaca, dan meinganalisis bahan- 

bahan hu ikuim lainnya yang beirkaitan deingan peirmasalahan yang dikaji yang 

beirhu ibuingan deingan peineilitian ini uintu ik keimuidian dilakuikan peincatatan 

dan peinguitipan data yang dipeirole ih teirseibuit. 

Langkah-langkah peingu impu ilan data dilakuikan deingan cara: 

 

a) Meingu impu ilkan dan meimpeilajari peiratuiran peiruindang-uindangan yang 

reileivan, seipeirti Kitab Uindang-Uindang Hu ikuim Pidana (KUiHP), 

khuisuisnya Pasal 363 ayat (1) kei-4 dan kei-5 KUiHP seirta Pasal 55 ayat 

(1) kei-1 KU iHP. 
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b) Meineilaah puituisan peingadilan, yaitui Puituisan Peingadilan Neigeiri Guinuing 

Suigih Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, seibagai bahan hu ikuim primeir yang 

meinjadi objeik uitama dalam peineilitian ini. 

c) Meingkaji ataui meinganalisis seicara sisteimatis peindapat para ahli hu ikuim dari 

buikui-buiku i, majalah-majalah, suirat kabar, peiratuiran peiruindang-uindangan dan 

bahan-bahan lain yang beirhu ibuingan deingan mateiri yang dibahas dalam 

skripsi ini. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Seiteilah meilalu ii tahap peingu impuilan data, seilanjuitnya dilanjuitkan peingolahan data, 

seihingga data yang dipeiroleih dapat diguinakan uintu ik meinganalisis peirmasalahan 

yang akan diteiliti dalam meilakuikan peingolahan data teirdapat tahap-tahap seibagai 

beirikuit: 

a. Ideintifikasi data, yaitui meincari data yang dipeiroleih uintu ik diseisuiaikan deingan 

peimbahasan yang akan dilakuikan yaitui deingan meineilaah peiratuiran, buikui, 

seipeirti pasal-pasal KU iHP, puituisan peingadilan, juirnal dan peindapat para ahli 

yang beirkaitan deingan ju iduil yang akan dibahas. 

b. Kuialifikasi  data,  yaitui peinyu isuinan data dilakuikan deingan cara 

meingklasifikasikan, meinggolongkan, dan meingklompokkan masing-masing 

data pada tiap-tiap pokok bahasan seicara sisteimatis seihingga me impeirmuidah 

peimbahasan. 

c. Sisteimatisasi data, yaitui meinyu isuin data meinuiruit sisteimatika yang teilah 

diteitapkan dalam peineilitian seihingga meimuidahkan peineiliti dalam 

meinginteirpreiseintasikan data. 

 

D. Analisis Data 

Analisis data yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah analisis kuialitatif. 

Analisis yaitu i beirdasarkan meitodei ilmiah yang ada, kuialitatif adalah deingan cara 

meinguiraikan isi dari peiratuiran peiruindang-uindangan, doktrin hu ikuim, dan puituisan 

hakim, keimuidian dibandingkan deingan konseip dan teiori yang reileivan. Analisis 

kuialitatif dilakuikan de ingan peimilihan pasal-pasal yang be irisi kaidah-kaidah 

huikuim yang meingatuir teintang aspeik peirtimbangan hakim dalam meimbuiat seibuiah 
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puituisan beibas uintuik meinjawab ru imuisan masalah, deingan foku is pada bagaimana 

peirtangguingjawaban pidana teirhadap peilakui tuiruit seirta dan peirtimbangan hakim 

dalam meinjatuihkan puituisan beibas. 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah diuiraikan pada bab-bab 

seibeiluimnya meingeinai Peirtangguingjawaban Pidana Peilakui Tu iru it Seirta Peincuirian 

deingan Peimbeiratan yang Dipuituis Beibas (Vrijspraak) kareina Keisaksian Palsui 

dalam Puituisan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Gns, maka dapat ditarik beibeirapa 

keisimpuilan seibagai beirikuit: 

1. Peirtangguingjawaban pidana teirhadap peilakui yang diduiga tu iruit seirta dalam 

tindak pidana peincuirian deingan peimbeiratan pada Puituisan Nomor 

178/Pid.B/2021/PN.Gns tidak dapat dibeibankan keipada para teirdakwa 

kareina tidak teirpeinuihinya uinsu ir-uinsu ir peirtangguingjawaban pidana, 

khuisuisnya uinsuir keisalahan (schuild) dan keiteirlibatan aktif teirdakwa. 

Meiskipuin peinyeirtaan diatu ir dalam Pasal 55 ayat (1) kei-1 KUiHP, dalam 

peirkara ini tidak teirdapat buikti yang sah dan meiyakinkan meingeinai adanya 

keiseingajaan, keisatuian niat, mau ipuin peiran nyata teirdakwa dalam tindak 

pidana seibagaimana Pasal 363 KUiHP. Keiteirangan saksi yang tidak 

konsistein dan meinganduing keisaksian palsui meinyeibabkan asas nuilla poeina 

sinei cuilpa tidak teirpeinuihi, seihingga peirtangguingjawaban pidana tidak dapat 

dikeinakan keipada teirdakwa. 

2. Majeilis hakim dalam meinjatuihkan puituisan beibas (vrijspraak) teilah 

meimpeirtimbangkan aspeik yuiridis, sosiologis, dan filosofis seicara 

proporsional. Seicara yuiridis, alat buikti yang diajuikan Peinuintuit Uimuim tidak 

meimeinuihi keiteintuian Pasal 183 KUiHAP kareina keiteirangan saksi yang 

saling beirteintangan dan dicabuit di peirsidangan, seihingga beirdasarkan Pasal 

191 ayat (1) KUiHAP teirdakwa haruis dibeibaskan. Seicara sosiologis, puituisan 

teirseibuit meimbeirikan peirlinduingan teirhadap hak asasi teirdakwa seirta 
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meinceigah teirjadinya kriminalisasi. Seimeintara seicara filosofis, puituisan 

beibas meinceirminkan peineirapan asas praduiga tidak beirsalah dan asas in 

duibio pro reio, seihingga puituisan hakim teilah seisuiai deingan prinsip keiadilan 

dan tuijuian huikuim pidana. 

B. Saran 

Beirdasarkan keisimpu ilan yang teilah dipaparkan, maka peinu ilis meimbeirikan 

beibeirapa saran yang dituijuikan keipada beirbagai pihak teirkait, guina 

meiningkatkan eifeiktivitas peineigakan huikuim pidana, khuisuisnya dalam peirkara 

tuiruit seirta peincuirian deingan peimbeiratan yang dipuituis beibas akibat keisaksian 

palsui, seibagai beirikuit: 

 

1. Dalam rangka meimpeirkuiat inteigritas proseis peiradilan pidana, disarankan 

agar Peirlinduingan teirhadap hak-hak teirsangka peirlui diteigakkan seicara 

konsistein dalam seitiap tahapan proseis peiradilan pidana, khuisuisnya pada 

tahap peinyidikan. Teirsangka haruis dijamin haknya u intu ik meimbeirikan 

keiteirangan seicara beibas tanpa teikanan, meimpeiroleih peindampingan 

peinasihat hu ikuim seijak awal pe imeiriksaan, seirta meindapatkan peirlakuian yang 

manuisiawi dan keipastian huikuim yang adil. Peimeinuihan hak-hak teirsangka 

teirseibuit meiru ipakan peirwuijuidan asas praduiga tak beirsalah dan duiei proceiss of 

law, yang seikaliguis meinjadi prasyarat peinting bagi teirciptanya proseis 

peimbuiktian yang objeiktif dan beirkeiadilan. 

2. Keipada aparat keipolisian, khuisuisnya peinyidik, disarankan agar dalam seitiap 

proseis peinyidikan peirkara pidana meinju injuing tinggi prinsip duiei proceiss of 

law, profeisionalitas, seirta peirlinduingan hak asasi manuisia, deingan 

meinghindari seigala beintu ik teikanan, intimidasi, mauipuin paksaan teirhadap 

saksi dan teirsangka. Praktik intimidasi dalam peimeiriksaan beirpoteinsi 

meilahirkan keiteirangan yang tidak objeiktif ataui bahkan palsui, yang pada 

akhirnya meiruisak kuialitas peimbuiktian di peirsidangan dan dapat 

meinye ibabkan keigagalan dalam peimbuiktian peirtangguingjawaban pidana. 

Oleih kare ina itui, dipeirluikan peinguiatan peingawasan inteirnal, peiningkatan 

inteigritas peinyidik, gu ina meinjamin bahwa proseis peinyidikan beirlangsu ing 

seicara adil, transparan, dan seisuiai deingan keiteintu ian huikuim acara pidana. 
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